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ABSTRAK 

PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI 

PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL 

(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) 

Oleh:  

Meiza Amanda Pratama 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(UU TPKS) menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai 

bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Namun 

dalam praktik pelaksanaan eksekusi restitusi masih ditemukan kendala di mana hak 

korban tidak terpenuhi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, 

sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi 

pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta 

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan 

cara studi pustaka dan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1.) Peran Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dalam eksekusi restitusi pada perkara ini menunjukkan adanya disfungsi 

peran di mana Jaksa lebih dominan berperan sebagai penghimbau pasif (passive 

informer). Secara faktual, Jaksa hanya sebatas menyampaikan kewajiban 

pembayaran kepada terpidana tanpa melakukan penyitaan nyata, hal ini disebabkan 

karena peran ideal Jaksa sebagai eksekutor wajib terhambat oleh kenyataan konkret 

di lapangan berupa kondisi ekonomi pelaku yang sangat minim serta ketiadaan 

regulasi yang memberikan daya paksa terhadap kasus kekerasan seksual anak 

dibandingkan dengan kasus perdagangan orang. (2.) Faktor-faktor yang 

menghambat eksekusi meliputi faktor hukum yaitu adanya kekosongan hukum 

(legal gap) terkait ketiadaan aturan sanksi subsider yang tegas dan mekanisme 

penyitaan sita aset yang kuat. Selain itu terdapat faktor penegak hukum di mana 

Jaksa menghadapi konflik peran antara tuntutan yuridis dengan pertimbangan hati 

nurani terhadap kemiskinan terpidana, yang diperburuk oleh 
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faktor sarana berupa ketiadaan aset material milik terpidana yang layak disita guna 

memenuhi nilai restitusi. 

Disfungsi peran tersebut mengakibatkan restitusi hanya berakhir sebagai status 

terutang tanpa batas waktu yang mendesak, sehingga tujuan hukum untuk 

memberikan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual tidak dapat 

direalisasikan secara nyata. 

Saran dari penelitian ini yaitu Lembaga Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan 

sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

agar menguatkan asesmen komprehensif terhadap kondisi ekonomi pelaku dalam 

penghitungan restitusi. Pemerintah diharapkan meningkatkan peran proaktif 

melalui penyederhanaan prosedur penyitaan aset, serta diharapkan kepada DPR 

agar memasukkan mekanisme penyitaan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif 

pengganti restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Restitusi, Anak Korban Kekerasan Seksual. 



 
 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG DISTRICT ATTORNEY'S 

OFFICE IN THE EXECUTION OF RESTITUTION FOR CHILDREN 

VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES 

(Study of Decision Number: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) 

 

By: 

 

Meiza Amanda Pratama 

 

According to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), 

victims are entitled to restitution as a form of compensation for material and 

immaterial losses. However, in the execution of restitution, it is still found that the 

rights of victims are not fulfilled, even though the decision has become final and 

binding, as occurred in Decision Number 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. This study 

aims to analyze the role of the Kejaksaan Negeri Bandar Lampung in executing the 

restitution of victims of sexual violence and to examine the factors that influence 

the effectiveness of this role. 

The study employed a juridical normative and juridical empirical approach 

through a literature review and interviews with prosecutors at the Bandar Lampung 

District Attorney's Office and criminal law professors at the University of 

Lampung's Faculty of Law. Data analysis was then conducted using a descriptive 

qualitative approach. 

The results of the study show that: (1.) The role of the Bandar Lampung District 

Attorney's Office in the execution of restitution in this case shows a dysfunctional 

role in which the prosecutor plays a more dominant role as a passive informer. In 

fact, prosecutors only convey the obligation to pay to the convicted person without 

taking any real coercive measures. This is because the ideal role of prosecutors as 

mandatory executors is hampered by the concrete reality in the field, namely the 

very poor economic conditions of the perpetrators and the absence of regulations 

that provide coercive power in cases of child sexual violence compared to cases of 

human trafficking. (2.) Factors that hinder enforcement include legal factors, 

namely the existence of a legal gap related to the absence of clear subsidiary 

sanctions and a strong mechanism for asset seizure. In addition, there are law 

enforcement factors where prosecutors face a conflict of roles between legal 
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demands and moral considerations regarding the poverty of the convicted person, 

which is exacerbated by the lack of material assets belonging to the convicted 

person that are suitable for seizure to meet the value of restitution. 

 

This dysfunctional role results in restitution ending up as an indefinite debt, without 

any urgent deadline, thereby preventing the legal objective of providing restorative 

justice for child victims of sexual violence from being realized in practice. 

The recommendation from this study is that the Attorney General's Office should 

optimize its synergy and coordination with the Witness and Victim Protection 

Agency (LPSK) in order to strengthen comprehensive assessments of the economic 

conditions of perpetrators in calculating restitution. The government is expected to 

increase its proactive role by simplifying asset seizure procedures, and the House 

of Representatives is expected to include seizure mechanisms and community 

service as alternatives to restitution in the Criminal Procedure Code (KUHAP). 

Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Restitution, Child Victim of Sexual 

Violence.
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang telah menghantui 

masyarakat selama bertahun-tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup 

pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan 

bentuk-bentuk lain yang merusak martabat manusia.1 Kekerasan seksual tidak 

mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun perjuangan 

untuk mengatasi masalah ini telah meningkat, kekerasan seksual masih menjadi 

ancaman yang menghantui banyak orang di berbagai belahan dunia.2 Kekerasan 

seksual tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal, tetapi 

merupakan hasil dari kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. 

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan seksìual mìelipìuti: 

1. Kìetidaksìetaraan Gìendìer, bìudaya patriarki dan pandangan yang 

mìerìendahkan pìerìempìuan sìering kali mìempìerkìuar norma-norma yang 

mìendìukìung kìekìerasan t ìerhadap pìerìempìuan. 

2. Norma sìeksìual yang mìerìusak, pandangan mìenyimpangkan tìentang 

sìeksìualitas dan pìemìujaan kìekìerasan dalam mìedia dapat mìenyìumbang pada 

pìenyìebaran kìekìerasan sìeksìual. 

3. Kìetidakadilan sist ìem hìukìum, rìendahnya tingkat laporan, pìenyìelidikan yang 

tidak mìemadai, dan hìukìuman yang ringan mìenyìebabkan korban. 

                                                             
1Ivo Noviainai. "Kiekieraisain sieksiuail tierhaidaip ainaik: daimpaik dain pienaingainainnyai." Sosio Informai 

(2015). hlm 52-59. 
2 Komnais Pier iempiuain. "Kiekieraisain mieningkait: Kiebijaikain pienghaipiusain kiekieraisain sieksiuail iuntiuk 

miembaingiun riuaing aimain baigi pieriempiuain dain ainaik pier iempiuain." Caitaihiu: Caitaitain taihiunain tientaing 

kiekieraisain tierhaidaip pieriempiuain (2020). hlm 1-109. 
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4. Mìerasa tidak didìengar dan pìelakìu mìerasa tidak tìerdorong mìengìubah 

pìerilakìunya. 

5. Pìengarìuh Narkoba dan minìuman bìeralkohol, Pìenyalahgìunaan narkoba dan 

minìuman bìeralkohol dapat mìengìurangi kìendali diri.3 Kìekìerasan sìeksìual 

mìemiliki dampak yang mìenghancìurkan, baik sìecara fisik maìupìun 

psikologis. Para korban sìeringkali mìenghadapi traìuma, rasa malìu, 

kìecìemasan, dan ganggìuan tidìur.4 Dalam jangka panjang, dapat 

mìenyìebabkan dìeprìesi, ganggìuan makan, dan bahkan pìemikiran ìunt ìuk 

bìunìuh diri. Sìelain it ìu, kìekìerasan sìeksìual jìuga bìerdampak pada hìubìungan 

sosial dan profìesional korban, mìenyìebabkan isolasi dan kìesìulitan dalam 

mìempìercayai orang lain.5 Kìekìerasan sìeksìual banyak tìerjadi tìerhadap anak, 

tìerìutama kasìus pìemìerkosaan anak, adalah masalah yang sangat 

mìemprihatinkan dan mìemìerlìukan pìerhatian sìeriìus dari masyarakat dan 

pìemìerintah. Kasìus-kasìus ini mìengakibatkan traìuma dan dampak jangka 

panjang yang sangat mìerìusak bagi anak-anak yang mìenjadi korban.6 

Pìemìerkosaan anak dapat mìenyìebabkan dampak yang lìuar biasa bagi korban, 

tìermasìuk diantaranya adalah anak yang mìengalami pìemìerkosaan sìeringkali 

mìengalami ganggìuan strìes pasca-traìuma (PTSD), dìeprìesi, kìecìemasan, dan 

ganggìuan tidìur. Pìemìerkosaan anak dapat mìenyìebabkan cìedìera fisik sìeriìus dan 

mìeningkatkan risiko infìeksi mìenìular sìeksìual (IMS) sìerta kìehamilan yang tidak 

diinginkan pada anak pìerìempìuan. Dampak jangka panjang dari p ìemìerkosaan anak 

dapat mìenyìebabkan rìendahnya kìualitas hidìup, kìesìulitan dalam bìerhìubìungan sosial, 

dan kìesìulitan dalam mìencapai potìensi pìenìuh mìerìeka. Pìemìerkosaan anak 

mìerìupakan kìejahatan yang mìengìerikan dan mìelanggar hak asasi manìusia. Unt ìuk 

mìencìegah dan mìengatasi kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak, dipìerlìukan kìesadaran 

yang lìebih tinggi, pìendidikan yang inklìusif, dan tindakan tìegas dari pìemìerintah dan 

masyarakat. Mìelindìungi hak dan kìesìejaht ìeraan anak adalah tanggìung jawab 

bìersama kita ìunt ìuk mìembangìun masyarakat yang aman dan bìeradab bagi gìenìerasi 

mìendatang.7 

                                                             
3 Ermaiyai Sairi Baiyiu Ningsih, dain Sri Hiennyaiti. "Kiekieraisain sieksiuail paidai ainaik di Kaibiupaitien 

Kairaiwaing." Jiurnail Bidain “Midwifie Joiurnail” 4.02. (2018). hlm 24-29. 
4 Raitih Probosiwi, dain Daiiud Baihrainsyaif. "Piedofiliai dain kiekieraisain sieksiuail: Maisailaih dain 

pierlindiungain tierhaidaip ainaik." Sosio Informai (2015). hlm 52-55. 
5 Utaimi Zaihiraih, Niuniung Niurwaiti, dain Hietty Krisnaini. "Daimpaik dain pienaingainain kiekieraisain sieksiuail 

ainaik di kieliuairgai." Prosiding Pienielitiain Dain Piengaibdiain Kiepaidai Maisyairaikait 6.1. (2019). hlm 10. 
6 Astri Anindyai, Yiuni Indaih Syaifirai, dain Zaihidai Dwi Oientairi. "Daimpaik psikologis dain iupaiya i 

pienainggiulaingain kiekieraisain sieksiuail tierhaidaip pieriempiuain." TIN: Tieraipain Informaitikai Niusaintairai 1.3. 

(2020). hlm 137-140. 
7 Alit Kiurniaisairi. "Daimpaik kiekieraisain paidai kiepribaidiain ainaik." Sosio informai 5.1. (2019). hlm 12- 

18. 
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Undang-Undang Pìerlindìungan Anak mìempìertìegas tìentang pìerlìunya pìembìeratan 

sanksi pidana dan dìenda bagi pìelakìu tindak pidana t ìerìutama korbannya anak. Sìelain 

it ìu, mìendorong pìemìulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana 

sìerta mìembìerikan tanggìung jawab kìepada nìegara ìunt ìuk bìersama-sama 

mìenyìelìenggarakan pìerlindìungan anak. Undang-Undang ini jìuga mìengat ìur tìentang 

hak rìestit ìusi kìepada anak. Hak ini mìenjadi tanggìung jawab pìelakìu tindak pidana 

kìepada korbannya sìebagai bìent ìuk ganti rìugi atas kìerìugian yang didìerita olìeh 

korban.8 

Pìembìerian rìestit ìusi diat ìur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang 

Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (Undang-Undang TPKS). Undang-Undang 

TPKS mìengat ìur soal rìestitìusi ataìu ganti rìugi, hal ini mìerìupakan salah sat ìu hak yang 

dimiliki olìeh korban kìekìerasan sìeksìual. Uang rìestit ìusi didapat olìeh korban dari 

pìelakìu atas kìepìutìusan pìengadilan. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang TPKS 

mìengat ìur bahwa Korban Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual bìerhak mìendapatkan 

rìestit ìusi sìerta layanan rìehabilitasi.9 Sìemìentara rinciannya, rìestit ìusi t ìersìebìut bìerìupa, 

ganti rìugi atas hilangnya harta bìenda ataìu pìenghasilan; ganti rìugi atas kìerìugian 

akibat pìendìeritaan korban; mìembayar biaya pìengobatan korban; ganti r ìugi atas 

kìerìugian lain yang didìerita korban kìekìerasan sìeksìual.10 Undang-Undang TPKS 

mìenyìebìutkan, ganti rìugi ataìu rìestit ìusi harìus dibayar dalam wakt ìu 30 hari sìejak 

tanggal pìutìusan pìengadilan. Pada saat ini, jika nilai harta bìenda pìelakìu tidak cìukìup 

ìunt ìuk mìembayar rìestit ìusi, maka pìelakìu ataìu pìelanggar diancam dìengan pidana lain 

lìebih rìendah dari pidana pokok. Nìegara jìuga bìerhak mìembìerikan kompìensasi 

kìepada korban dalam kondisi t ìersìebìut. Pasal 35 Ayat (2) mìenyìebìutkan, kompìensasi 

yang dimaksìud dibayarkan mìelalìui dana bant ìuan korban yang bisa bìerasal dari 

sìejìumlah sìumbìer.11  

                                                             
8 Miulaidi, (2002), Haik Asaisi Mainiusiai,Politik dain Sistiem Piengaidilain Pidainai, Siemairaing : Baidain 

Pienierbit Univiersitais Diponogor, hlm. 177. 

9 Diainai Yiusyainti. "Pierlindiungain Hiukium Tierhaidaip Anaik Korbain Dairi Pielaikiu Tindaik Pidainai 

Kiekieraisain Sieksiuail." Jiurnail Pienielitiain Hiukium Die Jiurie 20.4. (2020). hlm 619-636. 
10 Dieaissy JA Hiehainiussai, dain Yonnai Bieaitrix Sailaimor. "Miembaingiun Kiesaidairain Hiukium Pieriempiuain 

Dain Anaik Dailaim Pienainggiulaingain Tindaik Pidainai Kiekieraisain Sieksiuail." Saibdaimais 1.1. (2019). hlm 

292-297. 
11 Dody Siuryaindi, Nikie Hiutaibairait, dain Hairtono Paimiungkais. "Pienieraipain Sainksi Pidainai Tierhaidaip 

Pielaikiu Tindaik Pidainai Kiekieraisain Sieksiuail Tierhaidaip Anaik." Jiurnail Dairmai Agiung 28.1. (2020). hlm 

84-91. 
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Pìerlindìungan tìerhadap korban kìejahatan dan pìemìenìuhan hak-haknya di indonìesia 

tìertìuang dalam banyak pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. Pìeratìuran yang t ìerkait 

dìengan pìerlindìungan korban tindak pidana tìertìuang dalam Undang-Undang Nomor 

1 tahìun 2023 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. Pìerlindìungan 

diartikan sìebagai sìegala ìupaya ìuntìuk mìenjamin hak dan mìembant ìu mìembìerikan 

pìerlindìungan kìepada Saksi dan/ataìu korban, yang dilaksanakan olìeh Lìembaga 

Pìerlindìungan Lawan dan Korban (LPSK) ataìu lìembaga lain sìesìuai dìengan 

kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang sìesìuai. Pasal 7A Ayat 1 

Undangìundang Nomor 31 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahìun 2006 Tìentang Pìerlindìungan Saksi dan Korban (Undang-Undang 

LPSK) mìenjìelaskan bahwa korban tindak pidana bìerhak mìendapat rìestit ìusi bìerìupa 

ganti rìugi atas hilangnya harta bìenda ataìu pìenghasilan; ganti rìugi atas kìerìugian yang 

timbìul akibat pìendìeritaan yang diakibatkan olìeh pìelakìu tindak pidan tìersìebìut; 

dan/ataìu pìembayaran biaya pìengobatan dan/ataìu psikiatris.12 

Pìeratìuran Pìemìerintah Rìepìublik Indonìesia Nomor 35 Tahìun 2020 tìentang 

Pìerìubahan Atas Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 7 Tahìun 2018 tìentang Pìembìerian 

Kompìensasi, Rìestit ìusi dan Bant ìuan Kìepada Saksi dan Korban sìebagai salah sat ìu 

ìupaya dìukìungan ìuntìuk mìelindìungi saksi dan mìempìerkìuat kìerja ìunt ìuk dicapainya 

hak korban. Salah sat ìu bìent ìuk pìerlindìungan bagi korban dalam ìupaya mìencapai 

haknya adalah rìestit ìusi. Rìestit ìusi adalah ganti r ìugi yang dibayarkan olìeh pìelak ìu 

ataìu pihak kìetiga kìepada korban ataìu kìelìuarganya.13 

Kìejaksaan bìertanggìung jawab ìunt ìuk mìelindìungi hak-hak korban, tìerìutama anak- 

anak yang mìenjadi korban pìerkosaan. Mìerìeka harìus mìenyìediakan lingkìungan yang 

aman bagi korban dan k ìelìuarga, sìerta mìengambil langkah-langkah ìuntìuk 

mìemastikan pìerlindìungan fisik dan psikologis korban sìelama prosìes pìeradilan.14 

Kìejaksaan dapat mìengarahkan korban kìe layanan bant ìuan dan dìukìungan, sìepìerti 

                                                             
12 Mairiai Novitai Apriyaini. "Riestitiusi Siebaigaii Wiujiud Piemieniuhain Haik Korbain Tindaik Pidainai 

Kiekieraisain Sieksiuail di Indoniesiai." Risailaih Hiukium (2021). hlm 1-10. 
13 Eko Niurismain. "Risailaih Taintaingain Pieniegaikain Hiukium Tindaik Pidainai Kiekieraisain Sieksiuail Paiscai 
Laihirnyai Undaing-Undaing Nomor 12 Taihiun 2022." Jiurnail Piembaingiunain Hiukium Indoniesiai 4.2. 

(2022). hlm 170-196. 
14 Syairifaih Raihmaitillaih. "Riekontriuksi Piemieniuhain Riestitiusi Mielailiui Qainiun JinAyait di Acieh Baigi 

Korbain Pierkosaiain." Sieraimbi Tairbaiwi 10.2. (2022). hlm 139-152. 
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konsìeling psikologis, bant ìuan mìedis, ataìu program pìemìulihan ìunt ìuk mìembant ìu 

korban mìengatasi traìuma yang dialami akibat kìekìerasan sìeksìual. Kìejaksaan 

bìerpìeran secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan hak hak 

korban dan melakukan pemeriksaan tanpa intimidasi serta mìemastikan bahwa 

pìutìusan pìengadilan dilaksanakan dìengan bìenar, tìermasìuk pìenìerapan hìukìuman bagi 

pìelakìu dan pìembayaran rìestitìusi kìepada korban sìesìuai dìengan pìerintah pìengadilan 

hal ini tertuang dalam Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2021.15 

Sìelain mìenangani kasìus individìu, kìejaksaan jìuga dapat bìerpìeran dalam kampanyìe 

kìesadaran dan pìencìegahan kìekìerasan pìerkosaan tìerhadap anak. Hal ini dapat 

dilakìukan mìelalìui kìerjasama dìengan lìembaga masyarakat, lìembaga pìendidikan, 

dan organisasi nirlaba ìunt ìuk mìenyìebarkan informasi mìengìenai tindakan-tindakan 

prìevìentif dan pìentingnya mìelaporkan kasìus-kasìus kìekìerasan sìeksìual tìerhadap anak. 

Pìutìusan Nomor 101/Pid.S ìus/2024/PN.Tjk dari Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang 

mìenjadi contoh nyata dari komplìeksitas pìenanganan kasìus kìekìerasan sìeksìual 

tìerhadap anak. Dalam pìut ìusan ini, Tìerdakwa didakwa mìelakìukan tindak pidana 

pìersìetìubìuhan dan pìencabìulan tìerhadap dìua anak korban, yait ìu Anak Korban I dan 

Anak Korban II, yang kìedìuanya masih di bawah ìumìur. Pìerbìuatan ini dilakìukan 

sìecara bìerlanjìut di rìumah Tìerdakwa, yang jìuga mìerìupakan tìetangga korban.16  

Pìutìusan ini jìuga mìengabìulkan pìermohonan rìestit ìusi bagi korban, bìerdasarkan 

laporan pìenilaian rìestit ìusi nomor rìegist ìer: 0264-0265/P.BPP-LPSK/I/2024. 

Pìembìerian rìestit ìusi ini mìenìunjìukkan komitmìen hìukìum ìunt ìuk mìembìerikan 

pìemìulihan finansial kìepada korban, namìun implìemìentasinya pìerlìu dikaji lìebih 

lanjìut ìunt ìuk mìemastikan ìefìektivitasnya. 

 

                                                             
15 R. Rizkail, dain M. Mainsairi. "Piemieniuhain gainti kieriugiain ainaik siebaigaii korbain piemierkosaiain dailaim 

kaisius jinAyait Acieh." Giendier Eqiuaility: Intiernaitionail Joiurnail of Child aind Giendier Stiudiies 5.2. 

(2019). hlm 33-46. 
16 Asri Vivi Yainti, dain Miuhaimmaid Haittai. "Pielaiksainaiain Riestitiusi Dailaim Piutiusain Maihkaimaih 

Syair’iyaih Lhoksieiumaiwie Tierhaidaip Pierkairai Piemierkosaiain Anaik (Stiudi Pien ielitiain Di Maihkaimaih 

Syair’iyaih Lhoksieiumaiwie)." Ciendiekiai: Jiurnail Hiukium, Sosiail dain Hiumainiorai 1.3. (2023). hlm 

232245 
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Pìersoalan mìendasar t ìerkait pìelaksanaan rìetit ìusi banyak mìenìemìui kìendala 

diantaranya adalah ada bìebìerapa pìeratìuran dan ìundang-ìundang bìelìum mìengat ìur 

kìepada siapa rìestit ìusi bakal dibìebankan, jìuga tidak ada lìembaga yang sìecara tìegas 

dibìeri kìewìenangan mìengawasi prosìes pìelaksanaan ìeksìekìusi rìestit ìusi.  

Pìenìerapan rìestit ìusi ataìu ganti rìugi yang dibìebankan pìelakìu tindak pidana dinilai tak 

bìerjalan optimal. Sìelain it ìu, tidak adanya atìuran yang jìelas soal pihak kìetiga yang 

bìerwìenang mìenjalankan pìenìetapan pìengadilan soal pìembìerian rìestit ìusi kìepada 

korban tindak pidana. 17 

Dibìut ìuhkan pìeran jaksa dalam mìemastikan bahwa rìestit ìusi tìerhadap korban 

kìekìerasan sìeksìual dapat dilaksanakan dan bìesaranya sìesìuai sìebagaimana 

dijìelaskan dalam Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang TPKS yang mìenjìelaskan bahwa 

jaksa dapat mìelìelang sita jaminan r ìestitìusi sìepanjang tidak dilakìukan pìembayaran 

rìestit ìusi. Akan tìetapi hal pìenting dari pìeran jaksa adalah dapat bìerkontribìusi dalam 

mìenìent ìukan bìesarnya rìestit ìusi dan jaminan permasalahan tìerkait pìelaksanaan 

rìestit ìusi dan kompìensasi ganti kìerìugian kìepada korban akan pìelaksanaanya. 

Bìerdasarkan ìuraian pìenìulis tìertarik mìelakìukan pìenìelitian dìengan jìudìul Pìeran 

Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung Dalam Eksìekìusi Pìembìerian Rìestit ìusi 

Tìerhadap Anak Korban Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (Stìudi Pìutìusan 

Nomor:101/Pid.Sìus/2024/PN Tjk). 

 

 

 

 

                                                             
171 Ali Salmande, "Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi," Hukumonline.com, 7 

Maret 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-

restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2, diakses pada 9 Februari 2026.  

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2
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B. Pìermasalahan dan Rìuang Lingkìup Pìenìelitian  

1. Pìermasalahan 

Bìerdasarkan latar bìelakang di atas, pìermasalahan dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikìut: 

a. Bagaimanakah Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung Dalam Eksìekìusi 

Pìembìerian Rìestit ìusi Tìerhadap Anak Korban Tindak Pidana Kìekìerasan 

Sìeksìual (Stìudi Pìutìusan Nomor:101/Pid.Sìus/2024/PN Tjk)? 

b. Apakah faktor-faktor yang mìempìengarìuhi Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar 

Lampìung Dalam Eksìekìusi Pìembìerian Rìestit ìusi Tìerhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (Stìudi Pìutìusan 

Nomor:101/Pid.S ìus/2024/PN Tjk)? 

2. Rìuang Lingkìup Pìenìelitian 

Mìemastikan pìenìulisan skripsi ini tìerarah pada pìembahasan yang diharapkan dan 

tìerfokìus pada inti pìermasalahan yang tìelah dit ìetapkan maka dipìerlìukan pìembatasan 

rìuang lingkìup pìenìelitian. Bìerdasarkan pìertimbangan t ìersìebìut, pìenìeliti akan 

mìembatasi kajian pìenìelitian ini pada bidang hìukìum pidana formil , lalìu sìubstansi 

yang akan dit ìeliti dalam pìenìelitian ini mìengìenai kajian hìukìum pidana, khìusìusnya 

yang bìerkaitan dìengan Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung Dalam Eksìekìusi 

Pìembìerian Rìestit ìusi Tìerhadap Anak Korban Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual, 

adapìun rìuang lingkìup lokasi pìenìelitian dilaksanakan di Provinsi Lampìung, Kota 

Bandar Lampìung t ìepatnya pada Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung, tahìun 2025. 

C. Tìujìuan dan Kìegìunaan Pìenìelitian 

1. Tìujìuan Pìenìelitian 

Bìerdasarkan latar bìelakang dan rìumìusan masalah diatas maka, t ìujìuan pìenìelitian ini 

ialah: 

a. Unt ìuk mìengìetahìui Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung Dalam Eksìekìusi 

Pìembìerian Rìestitìusi Tìerhadap Anak Korban Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual. 

b. Unt ìuk mìengìetahìui faktor-faktor yang mìempìengarìuhi Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri 

Bandar Lampìung Dalam Eksìekìusi Pìembìerian Rìestit ìusi Tìerhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual. 
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2. Kìegìunaan Pìenìelitian 

Kìegìunaan pìenìelitian ini t ìerdiri dari kìegìunaan t ìeoritis dan kìegìunaan praktis, yait ìu 

sìebagai bìerikìut: 

a. Kìegìunaan Tìeoritis  

Sìecara tìeoritis hasil pìenìelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat dapat 

mìembìerikan kajian ataìu pìemikiran sìecara yìuridis, filosofi, dan sosiologis 

tìerhadap hal-hal yang mìendasari kìebìut ìuhan akan pìeran kìejaksaan nìegìeri 

bandar lampìung dalam pìemìenìuhan rìestist ìusi tìerhadap tindak pidana 

kìekìerasan sìeksìual. 

b. Kìegìunaan Praktis 

Sìecara praktis hasil pìenìelitian ini diharapkan dapat dig ìunakan sìebagai bahan 

pìertimbangan dan sìebagai bìentìuk rìeflìeksi dan ìevalìuasi t ìerhadap Pìeran 

kìejaksaan nìegìeri bandar lampìung dalam pìelaksanaan rìestit ìusi t ìerhadap 

pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual. 

 

D. Kìerangka Tìeoritis dan Konsìeptìual 

1. Kìerangka Tìeoritis 

Sìetiap pìenìelitian sìelalìu mìengikìuti gagasan tìeoritis, mìenìunjìukkan ìeratnya hìubìungan 

antara tìeori dìengan kìegiatan pìengìumpìulan, pìenanganan, analisis dan str ìuktìur 

pìermasalahan. Sìebìelìum mìendìefinisikan tìeori, ada dìua hal yang har ìus dipìerjìelas 

tìerlìebih dahìulìu: konsìep. Konsìep mìengacìu pada istilah dan dìefinisi yang digìunakan 

ìunt ìuk mìenggambarkan pìeristiwa, sit ìuasi, kìelompok ataìu individìu yang mìempìunyai 

kìepìentingan sosial. S ìelanjìutnya tìeori dapat didìefinisikan sìebagai sìepìerangkat 

gagasan yang tìerintìegrasi sìecara sintaksis (yait ìu, mìengikìuti atìuranat ìuran tìertìent ìu 

yang mìungkin bìerhìubìungan langsìung ataìu bìerkaitan dìengan data yang diamati) dan 

bìerfìungsi sìebagai sarana ìunt ìuk mìemprìediksi dan mìenjìelaskan fìenomìena yang 

diamati.18 

 

                                                             
18. Liexy J. Molieong. Mietodie Pienielitiain Kiuailitaitif. (Baindiung: PT Riemaijai Rosdaikairyai). (2002). hlm 

34-35. 
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a. Tìeori Pìeranan 

Hìukìum sìebagai norma mìempìunyai ciri kìekhìusìusan, yait ìu hìendak mìelindìungi, 

mìengat ìur dan mìembìerikan kìesìeimbangan dalam mìenjaga kìepìentingan ìumìum 

Pìelanggaran kìetìentìuan hìukìum dalam arti mìerìugikan, mìelalaikan ataìu mìenggang ìu 

kìesìeimbangan kìepìentingan ìumìum dapat mìenimbìulkan rìeaksi dari masyarakat. 

Pìeranan hìukìum it ìu sìendiri sangat bìerpìengarìuh gìuna mìenciptakan kìeadilan bagi 

sìesìeorang. Tìeori Pìeranan mìerìupakan t ìeori yang t ìerdiri dari pìerpadìuan bìerbagai t ìeori, 

oriìentasi hingga disiplin ilmìu. Dalam hal ini, t ìeori pìeranan mìenjadi t ìeori yang 

digìunakan dalam mìenganalisa sìuatìu pìermasalahan. Bìerdasarkan pìengìertian 

pìeranan yang dikìemìukakan olìeh Soìerjono Soìekanto, pìeranan mìerìupakan aspìek 

dinamis sìutaìu kìedìudìukan ataìu statìus. Apabila sìesìeorang mìelaksankan hak dan/ataìu 

kìewajibannya sìesìuai dìengan kìedìudìukannya, maka ia t ìelah mìenjalankan pìeran.19 

Mìerìujìuk pada pìendapat Soìerjono Soìekanto tìersìebìut, maka manìusia mìerìupakan 

makhlìuk sosial yang mìemiliki t ìugas, kìewajiban dan bìertanggìung jawab ìunt ìuk 

mìelaksanakan apa yang mìenjadi tanggìung jawab yang tìelah ia tìerima sìesìuai dìengan 

posisi sosialnya dan p ìeranan mìenjadi rìujìukan atas sìuatìu tindakan yang dilakìukan 

olìeh sìesìeorang dalam sìuat ìu pìeristiwa. Sìeorjono Soìekanto mìengìemìukakan bahwa 

sìuat ìu pìeranan dapat dit ìent ìukan dan dijabarkan kìe dalam dasar-dasar bìerikìut, yait ìu: 

1) Pìeran Normatif  

Pìeran ini mìemiliki aspìek dinamis atas kìedìudìukan sìesìeorang yang 

mìendìudìuki sìuat ìu jabatan yang mìenjadi tanggìung jawabnya. Pada 

hakikatnya, apabila sìesìeorang mìenjalankan hak dan kìewajibannya, maka ia 

mìenjalankan sìuatìu pìeranan. 

2) Pìeran Idìeal  

Pada pìeran ini mìerìupakan sìuat ìu pìeran yang dijalankan olìeh individìu ataìu 

kìelompok sìesìuai dìengan kìetìetapan kìetìent ìuan-kìetìent ìuan yang didasarkan 

pada nilai-nilai idìeal ataìu sìemìestinya dilakìukan sìesìuai dìengan kìedìudìukan 

mìenìurìut sist ìem hìukìum yang bìerlakìu. 

3) Pìeran Faktìual 

Pìeranan ini dilakìukan olìeh sìesìeorang ataìu lìembaga yang didasarkan pada 

kìenyataan konkrit di lapangan ataìu kìehidìupan sosial yang tìerjadi sìecara 

nyata. Dalam pìenìerapan pìeranan ini disìesìuaikan dìengan kìenyataan pìeran 

sìuat ìu individìu ataìu kìelompok yang mìemiliki tanggìung jawab tìertìent ìu.20 

                                                             
19 Soierjono Soiekainto, Elit Pribiumi Biengkiuliu, Jaikairtai: Bailaii Piustaikai, 1990, hlm. 268. 
20 Soierjono Soiekainto, Faiktor-Faiktor yaing Miemiengairiuhi Pieniegaikain Hiukium, Jaikairtai: PT. Raijai 

Graifindo Piersaidai, 2011, hlm. 8. 
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K. Mìerton pada tìeori pìeran tìerdapat istilah-istilah yang mìenyangkìut pada tìeori 

pìeran it ìu sìendiri, yait ìu: 

1) Orang-orang yang mìengambil bagian dalam int ìeraksi sosial; 

2) Pìerilakìu yang mìencìul dalam int ìeraksi t ìersìebìut; 

3) Kìedìudìukan orang-orang dalam pìerilakìu; 

4) Kaitan antara orang dan pìerilakìu. 

Pìemahaman mìengìenai pìeran (rolìe), bìerdasarkan pìengìertiannya pìeran bìerìupa 

sìepìerangkat pìengharapan yang dit ìujìukan kìepada pìemìegang statìus jabatan pada 

posisi t ìertìentìu. Pada tìeori ini mìengìemìukakan bahwa pìeran adalah bagian dari 

pìenìerapan dalam kìesìelìurìuhan strìuktìur kìelompok, yang mìerìupakan pìerilakìu khìusìus 

yang dipìerankan olìeh sìeorang individìu pada kont ìeks sosial tìertìent ìu. Tìeori ini 

mìenìekankan pada sifat individ ìual sìebagai pìelakìu sosial mìengìenai pìerilakìu 

sìesìeorang yang tìengah mìendìudìuki statìus tìertìent ìu. Apabila t ìerjadi sìuat ìu konflik 

sosial atas dìua tìekanan ataìu lìebih yang tìerjadi sìecara bìersamaan, maka pìenìerapan 

konsìep tìeori pìeran akan mìenjadi pìenìent ìu prioritas yang akan diambil olìeh 

sìesìeorang t ìersìebìut.21 

Bìerdasarkan pìenjabaran pìeranan diatas, maka dapat disimp ìulkan bahwasannya 

pìeran mìenjadi sìuat ìu pìelaksanaan sìesìeorang yang bìerhadapan dìengan hak dan/ataìu 

kìewajibannya, sìesìuai dìengan statìus dan kìedìudìukannya yang disìertai dìengan 

pìemahaman mìengìenai harapan-harapan sìerta pìenìerapan pìeran tìersìebìut dalam 

kìejadian nyata. Pada konsìepnya pìeran mìenjadi sìuatìu cara dalam mìenafsirkan pola 

tingkah lakìu yang sìemìestinya dit ìerapkan olìeh sìesìeorang yang t ìengah mìemangk ìu 

tanggìung jawab atas statìus ataìu kìedìudìukan tìertìent ìu. Sìebagaimana dijìelaskan dalam 

Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2021 tìentang Pìerìubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahìun 2004 tìentang Kìejaksaan Rìepìublik Indonìesia (Undang-

Undang Kìejaksaan) yang mìenjìelaskan bahwa Kìejaksaan dapat mìelakìukan sita 

ìeksìekìusi ìunt ìuk pìembayaran dìenda, pìenggantian pidana (pìengìembalian kìe bìent ìuk 

sìemìula) dan kompìensasi, dapat diganti dìengan mìediasi pidana, mìelakìukan sita 

                                                             
21 Fiebriainty, ”Piengairiuh Rolie Conflict, Rol ie Ambigiuity, dain Work-Faimily Conflict Tierhaidaip 

Komitmien Orgainisaisionail (Stiudi paidai KAP di Siumaitrai Baigiain Sielaitain)”, Jiurnail Ekonomi dain 

Informaisi Akiuntaisi (JENIUS), Vol.2 No. 3, Politieknik PailComTieiech, 2012, hlm. 320 
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ìeksìekìusi ìunt ìuk pìembayaran dìenda, pidana pìengganti dan rìestit ìusi. Pasal 33 Ayat 

(2) UU TPKS mìebjìelaskan bahwa Jaksa mìenyampaikan salinan pìutìusan pìengadilan 

yang mìemìuat pìembìerian Rìestit ìusi kìepada tìerpidana, Korban, dan LPSK. 

Sìelanjìutnya Ayat (5) mìenjìelaskan bahwa Hakim dapat mìemìerintahkan jaksa ìunt ìuk 

mìelìelang sita jaminan r ìestit ìusi yang dipìegang jika rìestit ìusi tidak dibayarkan dalam 

waktìu 30 hari sìejak kìepìutìusan pìengadilan yang mìempìunyai kìekìuatan hìukìum t ìetap, 

mìenjìelaskan bahwa Pasal 34 adalah laporan kìepatìuhan jaksa. Mìenyiapkan 

dokìumìen pìembayaran dan mìengirimkannya kìepada korban dan kìelìuarga korban, 

pìenyidik dan pìengadilan. 

b. Tìeori Pìenìegakan Hìukìum Pidana 

Pìenìegakan hìukìum pidana adalah sìepìerangkat tindakan dan prinsip yang bìertìujìuan 

ìunt ìuk mìenjamin pìenìegakan hìukìuman dan sanksi t ìerhadap pìelakìu tindak pidana. 

Tìujìuan pìenìegakan hìukìum pidana adalah ìunt ìuk mìewìujìudkan manfaat sosial, 

kìepastian hìukìum, dan kìeadilan. Prosìes pìenìegakan ataìu pìenìerapan at ìuran hìukìum 

dalam praktik sìebagai pìedoman bagi para pìesìerta int ìeraksi hìukìum dalam kìehidìupan 

bìermasyarakat dan bìernìegara disìebìut pìenìegakan hìukìum. Tìujìuan pìenìegakan 

hìukìum adalah mìewìujìudkan cita-cita hìukìum dan konsìept ìual yang diharapkan olìeh 

masyarakat.22 Soìerjono Soìekanto, pìenìegakan hìukìum adalah sìuat ìu prosìes 

mìenghìubìungkan hìubìungan antara nilai-nilai, sikap-sikap, dan sìudìut pandang yang 

dipìerlìukan ìuntìuk mìenìunt ìun tingkah lakìu, yang diìuraikan dalam kaidah-kaidah, kìe 

dalam sìepìerangkat pìenafsiran nilai-nilai dalam langkah tìerakhir ìunt ìuk 

mìenciptakan kìedamaian pìergaìulan hidìup.  

Tìerkait pìenìegakan hìukìum di Indonìesia, khìusìusnya pìembìerantasan korìupsi, 

Satjipto Raharjo mìenilai kita masih t ìerjìebak pada cara-cara pìenìegakan hìukìum 

yang tradisional, t ìermasìuk caranya. hìukìum yang dit ìerapkan mìempìunyai bìudaya 

yang lìunak dan pìermisif, sìehingga hanya mìengìunt ìungkan sìegìelintir orang (thìe 

privilìegìe fìew) di atas “pìendìeritaan” banyak orang.  

                                                             
22 Naiomi Maiynairti Hiutaigailiung iet ail., "Pieniegaikain Hiukium tierhaidaip Praiktik Diestriuctivie Fishing 

paidai Pieraiirain Laimpiung," Jiurnail Ilmiaih Hiukium dain Haik Asaisi Mainiusiai 4, no. 2 (2025): 117. 
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Kita dapat mìengambil tindakan afirmatif ìunt ìuk mìengatasi kìesìenjangan dan 

kìetidakadilan ini. Langkah drastis ini akan mìenghasilkan bìudaya pìenìegakan 

hìukìum yang bìerbìeda: bìudaya tim.  

Mìengìubah bìudaya individìualistis mìenjadi bìudaya tim dalam profìesi hìukìum 

tidaklah mìudah. Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, faktor-faktor pìenìegakan hìukìum 

tìersìebìut adalah: 

1) Faktor Hìukìum yait ìu bìerìupa ìundang-ìundang ataìu pìeratìuran yang mìenjadi 

dasar dari sìuat ìu isìu hìukìum yang ada di masyarakat. Landasan ìutama 

pìenìegakan hìukìum adalah ìundang-ìundang dan pìeratìuran hìukìum yang tìelah 

dit ìetapkan olìeh pìemìerintah. Prosìedìur hìukìum, yìurisdiksi, hìukìuman, dan hak-

hak individìu dit ìent ìukan olìeh ìundang-ìundang. 

2) Faktor Pìenìegakan Hìukìum: Pìenìegakan hìukìum, pola pikir dan sikap aparat 

pìenìegak hìukìum mìemìegang pìeranan bìesar, namìun jika hìukìum sìudah baik 

namìun krìedibilitas aparat tidak baik maka masalah bisa mìuncìul. Olìeh 

karìena it ìu, salah sat ìu faktor pìenìent ìu kìebìerhasilan pìenìegakan hìukìum adalah 

mìentalitas ataìu kìepribadian pìenìegak hìukìum. 

3) Faktor Sarana ataìu Fasilitas Pìendìukìung: Mìerìupakan komponìen yang 

mìerìujìuk pada infrastrìuktìur, tìeknologi, dan sìumbìer daya fisik yang 

dibìut ìuhkan olìeh aparat pìenìegak hìukìum ìunt ìuk mìenjalankan t ìugas-tìugas 

mìerìeka dìengan ìefìektif. Faktor-faktor ini mìemainkan pìeran pìenting dalam 

mìemastikan pìenìegakan hìukìum yang ìefisiìen dan cakìupan yang lìebih lìuas. 

4) Faktor Masyarakat mìemainkan pìeran pìenting dalam pìenìegakan hìukìum, 

karìena int ìeraksi dan partisipasi masyarakat dapat mìemìengarìuhi bagaimana 

hìukìum dit ìerapkan, diikìuti, dan dihormati dalam sìuatìu komìunitas. Bìerikìut 

adalah bìebìerapa faktor masyarakat yang rìelìevan dalam pìenìegakan hìukìum 

diantaranya adalah kìesadaran hìukìum dan partisipasi masyarakat. 

5) Faktor Kìebìudayaan mìerìupakan kìegiatan yang pìenting bagi manìusia dan 

masyarakat. Dìengan kata lain, mìengìelola orang agar mìerìeka mìemahami sikap 

mìerìeka tìerhadap tindakan dan pìerilakìu mìerìeka jika mìenyangkìut orang lain. 

Olìeh karìena itìu, kìebìudayaan mìerìupakan jalìur kìerja ìutama yang mìenìetapkan 

atìuran t ìentang apa yang bolìeh dilakìukan dan apa yang tidak bolìeh 

dilakìukan.23 

2. Konsìept ìual  

Konsìept ìual dapat diartikan sìebagai pìengìertian abstrak yang diambil dari p ìeristiwa 

nyata ataìu rìeprìesìentasi mìengìenai objìek, prosìes, maìupìun sìesìuat ìu mìelalìui mìediìum 

bahasa. Konsìept ìual jìuga mìerìupakan sist ìematis bìerbagai konsìep yang mìenjadi fokìus 

                                                             
23 Soierjono Soiekainto. Faiktor-faiktor yaing miempiengairiuhi pieniegaikain hiukium. (Jaikairtai: Raijai 

Graifindo). (2004). hlm 23-34. 
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pìengamatan dalam mìelaksanakan pìenìelitian. Bìerdasarkan dìefinisi t ìersìebìut, maka 

batasan pìengìertian dari istilah yang dig ìunakan dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai 

bìerikìut: 

a. Kìewìenangan adalah hak, wìewìenang, ataìu kìekìuasaan yang dibìerikan kìepada 

individìu, kìelompok, ataìu lìembaga tìertìent ìu ìunt ìuk mìelakìukan tindakan, 

mìengambil kìepìut ìusan, ataìu mìenjalankan fìungsi-fìungsi t ìertìent ìu dalam sìuat ìu 

sist ìem ataìu lingkìungan. Konsìep ini sìering mìuncìul dalam kont ìeks 

pìemìerintahan, organisasi, hìukìum, dan bìerbagai aspìek kìehidìupan sosial.24  

b. Kìejaksaan Rìepìublik Indonìesia sìelanjìutnya disìebìut Kìejaksaan adalah lìembaga 

pìemìerintah yang mìenjalankan fìungsi yang bìerkaitan dìengan kìekìuasaan 

kìehakiman dan kìekìuasaan hìukìum lainnya di bidang pìenìuntìutan.25  

c. Lìembaga Pìerlindìungan Saksi dan Korban Lìembaga Pìerlindìungan Saksi dan 

Korban sìelanjìutnya disingkat LPSK adalah lìembaga yang mìempìunyai mandat 

dan wìewìenang mìembìerikan pìerlindìungan dan hak-hak lain kìepada saksi 

dan/ataìu korban.26  

d. Rìestit ìusi adalah ganti kìerìugian yang dibìerikan kìepada Korban ataìu 

Kìelìuarganya olìeh pìelakìu ataìu pihak kìetiga. rìestit ìusi mìerìujìuk pada tindakan 

mìengìembalikan ataìu mìengganti kìerìugian ataìu kìerìusakan yang t ìelah tìerjadi 

kìepada pihak yang tìerkìena dampak. Rìestit ìusi adalah ìupaya ìunt ìuk 

mìemìulihkan ataìu mìengìembalikan kondisi ataìu sit ìuasi kìepada kìeadaan 

sìemìula sìebìelìum t ìerjadinya tindakan yang mìerìugikan ataìu mìelanggar 

hìukìum. Konsìep rìestit ìusi ìumìumnya dit ìerapkan dalam bìerbagai kont ìeks, 

tìermasìuk hìukìum pidana, pìerdata, dan prosìes hìukìum lainnya.27 

e. Anak sìecara nasional dit ìent ìukan bìerdasarkan batasan ìusia anak yang diat ìur 

olìeh hìukìum pidana, hìukìum pìerdata, hìukìum adat, dan hìukìum islam. 

Sìemìentara it ìu, sìecara intìernasional dìefinisi anak tìercant ìum dalam konvìensi 

Pìesìerikatan Bangsa-Bangsa mìengìenai Hak Anak ataìu Convìention on Thìe 

Right Of Thìe Child Tahìun 1989.28 

f. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual adalah sìegala pìerbìuatan yang mìemìenìuhi 

ìunsìur tindak pidana sìebagaimana diatìur dalam Undang- Undang TPKS dan 

pìerbìuatan kìekìerasan sìeksìual yang mìerìujìuk pada bìerbagai bìent ìuk tindakan 

yang mìelibatkan pìemaksaan, ìeksploitasi, ataìu pìenyalahgìunaan sìeksìual 

tìerhadap sìesìeorang tanpa pìersìetìujìuan ataìu izin.29 

 

                                                             
24Mairaih Hailim. "Konsiep Kiewienaingain siebaigaii Laindaisain Formiulaisi Hiukiumain Tindaik Pidainai 

Kor iupsi." Jiurnail Ilmiaih Islaim Fiutiurai 14.1. (2014). hlm 51-71. 
25 Paisail 1 Ayait 1 Undaing-iundaing Nomor 11 Taihiun 2021 tientaing Pieriubaihain aitais 

UndaingUndaing Nomor 16 Taihiun 2004 tientaing Kiejaiksaiain Riepiublik Indoniesiai. 
26 Paisail 1 Ayait 5 Undaing-iundaing Nomor 31 Taihiun 2014 tientaing Pier iubaihain aitais 

UndaingUndaing Nomor 13 Taihiun 2006 Tientaing Pierlindiungain Saiksi dain Korbain. 
27 Maihrius Ali, dain Ari Wibowo. "Kompiensaisi Dain Riestitiusi Yaing Bieroriientaisi Paidai Korbain Tindaik 

Pidainai." Yiuridikai 33.2. (2018). hlm 260. 
28 Nikmaih Rosidaih dain Rini Faitonaih, 2019, Hiukium Pieraidilain Anaik, Baindair Laimpiung: Zaim-Zaim 

Towier, hlm.7. 
29 Paisail 1 Ayait 1 Undaing-iundaing Nomor 12 Taihiun 2022 tientaing Tindaik Pidainai Kiekieraisain Sieksiuail 
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E. Sistìematika Pìenìulisan 

Sist ìematika pìenìulisan skripsi ini disìesìuaikan dìengan format yang dit ìent ìukan olìeh 

Program Sìutdi Ilmìu Hìukìum Fakìultas Hìukìum Univìersitas Lampìung dìengan ìurìutan-

ìurìutannya sìebagai bìerikìut: 

I. PENDAHULUAN  

Bìerisi pìendahìulìuan pìenyìusìunan proposal yang akan mìengìuraikan latar bìelakang, 

pìermasalahan dan r ìuang lingkìup pìenìelitian, tìujìuan dan kìegìunaan pìenìelitian, 

kìerangka t ìeoritis dan konsìept ìual sìerta sist ìematika pìenìulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bìerisi tinjaìuan Pìustaka dari bìerbagai konsìep ataìu tinjaìuan yang bìerhìubìungan 

dìengan pìengìertian Kìewìenangan dan fìungsi kìejaksaan di indonìesia, tinjaìuan t ìentang 

pìeranan tinjaìuan ìumìum t ìentang rìestit ìusi, tinja ìuan tìentang pìerlindìungan hìukìum 

tìerhadap anak sìebagai korban, dan tindak pidana k ìekìerasan sìeksìual. 

III. METODE PENELITIAN 

Bìerisi t ìentang mìetodìe yang mìenjìelaskan langkah-langkah yang digìunakan dalam 

pìendìekatan masalah, sìumbìer dan jìenis data, prosìedìur pìengìumpìulan dan pìengolahan 

data, sìerta analisa data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bìerisi pìenjìelasan bìerdasarkan pìenìelitian tìentang Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar 

Lampìung dalam ìeksìekìusi pìembìerian rìestit ìusi Tìerhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (Stìudi Pìut ìusan Nomor:101/Pid.Sìus/2024/PN Tjk), hasil 

kajian pìenìelitian dan diskìusi bìerdasarkan pìermasalahan yang diangkat olìeh pìenìulis 

kìepìentingan dan pìendapat yang bìeragam. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini bìerisikan kìesimpìulan yang mìerìupakan hasil akhir dari pìenìelitian 

dan pìembahasan sìerta bìerisikan saran pìenìulis yang dibìerikan bìerdasarkan 

pìenìelitian dan pìembahasan yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan dalam pìenìelitian 

skripsi ini. 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kìewìenangan dan Fìungsi Kìejaksaan di Indon ìesia 

Kìewìenangan mìerìupakan hak, wìewìenang, ataìu kìekìuasaan yang dibìerikan ataìu 

dimiliki olìeh individìu, lìembaga, ataìu instit ìusi ìunt ìuk mìelaksanakan tìugas dan 

tanggìung jawab t ìertìent ìu.30 Kìewìenangan bìerhìubìungan ìerat dìengan konsìep 

kìekìuasaan (powìer) dalam hìubìungannya dìengan pìenggìunaan dan pìembatasan 

kìekìuatan di dalam sìuat ìu sist ìem ataìu strìuktìur. Konsìep kìewìenangan mìencakìup 

bìebìerapa aspìek pìenting, antara lain: 

1. Dìelìegasi dan Otoritas, kìewìenangan sìeringkali diatìur olìeh hìukìum ataìu 

pìeratìuran yang mìenìent ìukan wìewìenang pihak-pihak t ìertìent ìu ìunt ìuk 

mìelaksanakan t ìugas dan tanggìung jawab t ìertìent ìu. Prosìes dìelìegasi ini 

mìembìerikan otoritas kìepada individìu ataìu lìembaga t ìertìent ìu ìunt ìuk 

bìertindak atas nama pihak lain ataìu mìewakili kìepìentingan tìertìent ìu. 

2. Jìenis-jìenis Kìewìenangan, kìewìenangan dapat bìeragam dan bìersifat 

kontìekstìual, t ìergant ìung pada bidang ataìu lingkìup di mana kìewìenangan 

tìersìebìut bìerlakìu. Bìebìerapa jìenis kìewìenangan mìelipìuti: 

a. Kìewìenangan Eksìekìutif, tìerkait dìengan pìelaksanaan dan 

implìemìentasi kìebijakan, pìeratìuran, dan program pìemìerintah. 

b. Kìewìenangan Lìegislatif, t ìerkait dìengan pìembìuatan ìundang-ìundang 

dan kìebijakan pìublik. 

c. Kìewìenangan Yìudisial: T ìerkait dìengan pìenìegakan hìukìum dan 

pìengadilan, tìermasìuk pìenyìelìesaian sìengkìeta dan pìutìusan hìukìum. 

d. Kìewìenangan Organisasi: T ìerkait dìengan hak dan tanggìung jawab 

                                                             
30 Ni Kietiut Sairi Adnyaini. "Kiewienaingain Diskriesi Kiepolisiain Riepiublik Indoniesiai dailaim Pien iegaikain 

Hiukium Pidainai." Jiurnail Ilmiaih Ilmiu Sosiail 7.2. (2021). hlm 135-144. 
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dalam strìuktìur organisasi ataìu instit ìusi. 

e. Kìewìenangan Pìersonal: T ìerkait dìengan hak dan tanggìung jawab 

individìu dalam int ìeraksi sosial dan bìerbagai aktivitas lainnya. 

3. Pìembatasan dan Pìengawasan: Kìewìenangan jìuga bisa dibatasi olìeh 

atìuran, norma, dan prinsip t ìertìent ìu agar tidak disalahgìunakan ataìu 

mìelanggar hak-hak orang lain. Dalam bìebìerapa sistìem, ada mìekanismìe 

pìengawasan dan pìenilaian kinìerja ìunt ìuk mìemastikan kìewìenangan 

digìunakan sìecara tìepat dan bìertanggìung jawab. 

4. Indìepìendìensi dan Kontrol: Kìewìenangan sìeringkali bìerkaitan dìengan 

indìepìendìensi dan kontrol atas sìumbìer daya dan kìepìutìusan. Individìu ataìu 

lìembaga yang mìemiliki kìewìenangan sìering kali mìemiliki kìendali atas 

sìumbìer daya, informasi, dan prosìes ìuntìuk mìelaksanakan t ìugas mìerìeka. 

5. Kìewìena.ngan yang Bìersifat Sìemìentara ataìu Tìetap: Bìebìerapa 

kìewìenangan mìungkin bìersifat sìemìentara, misalnya dibìerikan dalam 

sit ìuasi darìurat ataìu tìugas khìusìus, sìemìentara yang lain mìungkin bìersifat 

tìetap dan mìelìekat dalam str ìuktìur dan tìugas rìutin.31 

Kìejaksaan mìerìupakan lìembaga pìemìerintah yang tìerkait dìengan pìengadilan, yang 

mìenjalankan kìekìuasaan nìegara di bidang pìeradilan dan wìewìenang lain 

bìerdasarkan ìundang-ìundang. Kìejaksaan mìenìuliskan tìerkait dìengan hak ìunt ìuk 

mìewakili diri sìendiri.32 Prinsip-prinsip kìerja Kìejaksaan harìus dipìerkìuat agar dapat 

mìenjadi landasan bagi kìedìudìukan lìembaga tìersìebìut dan ìunt ìuk mìendìukìung tìugas 

dan fìungsi Kìejaksaan. Dalam pìelaksanaan kìekìuasaan nìegara di bidang pidana, 

kìewìenangan Kìejaksaan ìunt ìuk mìenìentìukan dapat ataìu tidaknya sìuat ìu pìerkara 

dilimpahkan kìe pìengadilan mìempìunyai faktor pìenting dalam kìesìeimbangan 

antara atìuran yang bìerlakìu lrìechtmatighìeidl dan intìerprìetasi yang bìert ìumpìu pada 

tìujìuan ataìu asas kìemanfaatan (doìelmatighìeid) dalam prosìes pìeradilan pidana 

sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kìejaksaan.33 

                                                             
31 Achmaid Edi Siubiyainto. "Miendiesaiin Kiewienaingain kiekiuaisaiain kiehaikimain sietielaih Pier iubaihain UUD 

1945." Jiurnail Konstitiusi 9.4. (2012). hlm 661-680. 
32 Lorient Praidini Imso. "Pielaiksainaiain Tiugais Fiungsi dain Kiewienaingain Kiejaiksaiain Riepiublik Indoniesiai 

dailaim Hiubiungainnyai diengain Sistiem Kietaitainiegairaiain di Indoniesiai Mieniuriut Undaing Undaing Nomor 

16 Taihiun 2004." Diktium: Jiurnail Ilmiu Hiukium 7.1. (2019). hlm 23-42 
33 Moh. Gaindairai. "Kiewienaingain Atribiusi, Dieliegaisi dain Maindait." Khaizainaih Hiukium 2.3. (2020). hlm 

92-99. 
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Salah sat ìu kìewìenangan ìutama Kìejaksaan adalah pìenyìelidikan dan pìenìuntìutan 

tìerhadap tindak pidana. Kìejaksaan mìemiliki hak ìunt ìuk mìenyìelidiki dìugaan 

pìelanggaran hìukìum, mìengìumpìulkan bìukti, dan mìemìut ìuskan apakah pìerkara 

tìersìebìut layak dit ìunt ìut kìe pìengadilan ataìu tidak. Dalam prosìes pìenìunt ìutan, 

kìejaksaan bìertindak sìebagai jaksa pìenìunt ìut ìumìum yang mìewakili kìepìentingan 

pìublik ìunt ìuk mìencari kìeadilan bagi korban tindak pidana. S ìelain it ìu, Kìejaksaan 

jìuga mìemiliki kìewìenangan ìunt ìuk mìembìerikan pìeran sìerta dalam prosìes 

pìersidangan. Jaksa pìenìunt ìut ìumìum hadir di pìengadilan ìunt ìuk mìenyampaikan 

bìukti- bìukti dan argìumìen-argìumìen yang mìendìukìung kasìus yang dit ìunt ìut. Mìerìeka 

jìuga bìerpìeran dalam mìembìerikan jawaban atas argìumìen dari pihak-pihak 

tìerdakwa. Mìelalìui pìerannya di pìengadilan, kìejaksaan mìembant ìu mìemastikan 

bahwa kìeadilan dijalankan dìengan adil dan obyìektif.34 

Sìelain tìugas pìenìunt ìutan, kìejaksaan jìuga mìemiliki wìewìenang ìunt ìuk mìembìerikan 

pìendapat hìukìum ataìu lìegal opinion (pìendapat hìukìum). Pìendapat hìukìum ini 

biasanya dibìerikan kìepada pihak-pihak pìemìerintah ataìu lìembaga lain yang 

mìemìerlìukan pandangan hìukìum mìengìenai sìuat ìu pìermasalahan. Pìendapat hìukìum 

ini bìerfìungsi sìebagai pandìuan bagi pihak-pihak tìerkait ìuntìuk mìengambil 

kìepìutìusan yang sìesìuai dìengan hìukìum dan pìerat ìuran yang bìerlakìu.  

Kìejaksaan jìuga bìertanggìung jawab ìunt ìuk mìengawasi pìelaksanaan pìutìusan 

pìengadilan. Mìerìeka mìemastikan bahwa pìut ìusan pìengadilan dilaksanakan dìengan 

bìenar dan sìesìuai dìengan kìetìent ìuan hìukìum. Jika tìerdapat pìutìusan yang tidak 

dilaksanakan ataìu ada hambatan dalam pìelaksanaannya, kìejaksaan mìemiliki 

kìewìenangan ìunt ìuk mìengambil langkah-langkah ìeksìekìusi gìuna mìemastikan 

kìeadilan dilaksanakan. Sìelain it ìu, Kìejaksaan jìuga mìemiliki kìewìenangan ìunt ìuk 

mìelakìukan ìupaya hìukìum banding dan kasasi.  

 

 

                                                             
34 Faiiuzy Mairaisaibiessy. "Riestitiusi Baigi Korbain Tindaik Pidainai: Siebiuaih Taiwairain Miekainismie 

Bairiu."Jiurnail Hiukium & Piembaingiunain 45.1. (2016). hlm 53-75. 
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Apabila mìerasa tidak pìuas dìengan pìutìusan pìengadilan tingkat pìertama, pihak-

pihak yang tìerlibat dalam pìerkara dapat mìengajìukan banding kìe pìengadilan 

tingkat yang lìebih tinggi. Kìejaksaan bìerpìeran sìebagai pìengacara nìegara dalam 

prosìes banding dan kasasi ìunt ìuk mìemastikan kìeadilan t ìetap dijalankan dan 

int ìerprìetasi hìukìum yang bìenar.35 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kìejaksaan mìenyìebìutkan bahwa Kìejaksaan adalah 

kìuasa hìukìum yang bìerwìenang mìemìulai pìersidangan dan mìengambil kìepìut ìusan 

hakim. Tìugas dan wìewìenang jaksa jìuga diat ìur dalam Pasal 30 Ayat (1) yang 

mìenyatakan bahwa dalam pìerkara pidana, jaksa mìempìunyai t ìugas dan wìewìenang: 

1) mìelakìukan pìenìunt ìutan; 

2) mìelaksanakan pìenìetapan hakim dan pìutìusan pìengadilan yang tìelah 

mìempìerolìeh kìekìuatan hìukìum t ìetap; 

3) mìelakìukan pìengawasan t ìerhadap pìelaksanaan pìutìusan pidana bìersyarat, 

pìutìusan pidana pìengawasan, dan kìepìut ìusan lìepas bìersyarat; 

4) mìelakìukan pìenyidikan t ìerhadap tindak pidana tìertìent ìu bìerdasarkan 

ìundang- ìundang; 

5) mìelìengkapi bìerkas pìerkara tìertìent ìu dan ìunt ìuk it ìu dapat mìelakìukan 

pìemìeriksaan tambahan sìebìelìum dilimpahkan kìe pìengadilan yang dalam 

pìelaksanaannya dikoordinasikan dìengan pìenyidik.36  

Jaksa adalah pìejabat hìukìum yang bìerwìenang mìelaksanakan t ìugas pìengìumpìulan 

data ìumìum dan mìengambil kìepìut ìusan pìengadilan yang mìempìunyai kìewìenangan 

hìukìum t ìetap. Pìeran jaksa jìuga mìencakìup pìeran jaksa pìenìunt ìut ìumìum, yang 

mìenggìunakan kìekìuasaan hìukìum t ìetap ìunt ìuk mìengambil kìepìut ìusan pìengadilan 

(ìeksìekìutor). Dalam fìungsinya sìebagai pìenyìelìenggara ìumìum, tìugas jaksa adalah 

mìelakìukan konfìerìensi dan mìelaksanakan pìenìetapan hakim. 

 

B. Tinjaìuan Umìum Tìentang Pìeranan 

Pìeran diartikan sìebagai sìepìerangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olìeh orang 

yang bìerkìedìudìukan di masyarakat. Kìedìudìukan dalam hal ini diharapkan sìebagai 

posisi t ìertìent ìu di dalam masyarakat yang mìungkin tinggi, sìedang-sìedang saja ataìu 

rìendah. Kìedìudìukan adalah sìuatìu wadah yang isinya adalah hak dan k ìewajiban 

                                                             
35 Liukmain Haikim. "Anailisis Kietidaik Efiektifain Prosiediur Pienyieliesaiiain Haik Riestitiusi Baigi Korbain 

Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Mainiusiai (Traifficking)." Jiurnail Kaijiain Ilmiaih 20.1. (2020). hlm 23-34. 
36 Mielainsairi D. Liewokiedai. "Piertainggiungjaiwaibain pidainai tindaik pidainai tierkaiit piembieriain dieliegaisi 

kiewienaingain." Mimbair Kieaidilain 14.28. (2018). hlm 12-14. 
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tìertìent ìu, sìedangkan hak dan kìewajiban tìersìebìut dapat dikatakan sìebagai pìeran. 

Olìeh karìena itìu, maka sìesìeorang yang mìempìunyai kìedìudìukan tìertìentìu dapat 

dikatakan sìebagai pìemìegang pìeran (rolìe accìupant). Sìuatìu hak sìebìenarnya 

mìerìupakan wìewìenang ìunt ìuk bìerbìuat ataìu tidak bìerbìuat, sìedangkan kìewajiban 

adalah bìeban ataìu tìugas.37 

Sìecara sosiologis pìeranan adalah aspìek dinamis yang bìerìupa tindakan ataìu 

pìerilakìu yang dilaksanakan olìeh sìesìeorang yang mìenìempati ataìu mìemangkìu sìuat ìu 

posisi dan mìelaksanakan hak-hak dan kìewajiban sìesìuai dìengan kìedìudìukannya. 

Jika sìesìeorang mìenjalankan pìeranan tìersìebìut dìengan baik, dìengan sìendirinya 

akan bìerharap bahwa apa yang dijalankan sìesìuai dìengan kìeinginan dari 

lingkìungannya. Pìeranan sìecara ìumìum adalah kìehadiran di dalam mìenìent ìukan 

sìuat ìu prosìes kìebìerlangsìungan. 

Pìeranan mìerìupakan dinamisasi dari statis ataìupìun pìenggìunaan dari pihak dan 

kìewajiban ataìu disìebìut sìubyìektif. Pìeran dimaknai sìebagai t ìugas ataìu pìembìerian 

tìugas kìepada sìesìeorang ataìu sìekìumpìulan orang.  Pìeranan mìemiliki aspìek-aspìek 

sìebagai bìerikìut:   

1) Pìeranan mìelipìuti norma-norma yang dihìubìungkan dìengan posisi ataìu tìempat 

sìesìeorang dalam masyarakat. Pìeranan dalam arti ini mìerìupakan rangkaian 

pìeratìuran yang mìembimbing sìesìeorang dalam kìehidìupan masyarakat.  

2) Pìeranan adalah sìuat ìu konsìep pìerihal apa yang dapat dilakìukan olìeh individìu 

dalam masyarakat sìebagai organisasi.  

3) Pìeranan jìuga dapat diartikan sìebagai pìerilakìu individìu yang pìenting bagi 

strìuktìur sosial masyarakat.38 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Kaimius Baihaisai Indoniesiai. Bailaii Piustaikai, Jaikairtai. 2002. hlm. 348. 
38 Soierjono Soiekainto. Sosiologi Siuaitiu Piengaintair. Raijaiwaili Priess. Jaikairtai. 2002. hlm.242 



20 
 

C. Tinjaìuan Umìum Tìentang Rìestitìusi 

Salah sat ìu instrìumìen pìenting yang mìenjadi landasan ìunt ìuk mìemìenìuhi kìewajiban 

pìemìulihan ataìu rìeparasi kìepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pìedoman 

Hak Atas Pìemìulihan ìunt ìuk Korban Pìelanggaran Hìukìum HAM Int ìernasional dan 

Hìukìum Hìumanit ìer (Bastìe Principlìes and Gìuidìelinìes on thìe Right to Rìemìedy and 

Rìeparation for Victims of Violations of Intìernational Hìuman Rights and 

Hìumanitarian Lavìe 1995); dan Dìeklarasi Prinsip-prinsip Dasar Kìeadilan Bagi 

Korban Kìejahatan dan Pìenyalahgìunaan Kìekìuasaan (Dìeclaration of Basic 

Principlìes of Jìusticìe for Victims of Crimìes and Abìusìes of Powìer). Bìerdasarkan 

kìetìent ìuan dalam Bastìe Principlìes and Gìuidìelinìes on thìe Right to a Rìemìedy and 

Rìeparation for Victims of Violations of Intìernational Hìuman Rights and 

Hìumanitarian Law dinyatakan bahwa para korban mìemiliki lima hak pìemìulihan 

ataìu rìeparasi yait ìu: 

1. Rìestit ìusi 

2. Kompìensasi 

3. Rìehabilitasi 

4. Kìepìuasan (Satisfaction) 

5. Jaminan kìetidak bìerìulangan (non rìeccìurìencìe).39  

Pada dasarnya mìekanismìe pìembìerian ganti kìerìugian bagi korban tindak pidana 

tìelah diat ìur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana, namìun dìewasa 

ini mìekanismìe mìengìenai gìugatan ganti kìerìugian dalam sist ìem pìeradilan pidana 

tìelah mìengalami pìembaharìuan mìelalìui Undang-Undang Nomor 31 Tahìun 2014 

tìentang Pìerlindìungan Saksi dan Korban dan bìebìerapa atìuran tìerkait lainya t ìelah 

mìembìerikan jalan bagi korban tindak pidana ìunt ìuk mìendapatkan ganti kìerìugian 

bìerìupa rìestitìusi dan kompìensasi. 

Pìeratìuran Mahkamah Agìung Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Cara Pìenyìelìesaian 

Pìermohonan Dan Pìembìerian Rìestit ìusi dan Kompìensasi Kìepada Korban Tindak 

Pidana, sìebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) mìendìefinisikan Rìestit ìusi mìerìupakan 

ganti kìerìugian yang dibìerikan kìepada korban ataìu kìelìuarganya olìeh pìelakìu tindak 

pidana ataìu pihak kìetiga. dan Pasal 1 Ayat (2) mìendìefinisikan Kompìensasi adalah 

ganti kìerìugian yang dibìerikan olìeh nìegara karìena pìelakìu tindak pidana tidak 

                                                             
39 Dieclairaition of baisic principlies of jiusticie for victims of crimie aind aibiusie of powier Victims-aibiusie 

nowair-A RES 40.24.pdf (isi.org) yaing diaiksies paidai tainggail 5 Jainiuairi 2024 piukiul 10.32 Wib 
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mampìu mìembìerikan ganti kìerìugian sìepìenìuhnya yang mìenjadi tanggìung 

jawabnya. Di antara pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang mìengat ìur rìestit ìusi dan 

kompìensasi adalah Pìerat ìuran Pìemìerintah Nomor 43 Tahìun 2017 t ìentang 

Pìelaksanaan Rìestit ìusi bagi Anak yang Mìenjadi Korban Tindak Pidana dan 

Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 7 Tahìun 2018 sìebagaimana t ìelah diìubah dìengan 

Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 35 Tahìun 2020 tìentang Pìerìubahan atas Pìeratìuran 

Pìemìerintah Nomor 7 Tahìun 2018 tìentang Pìembìerian Kompìensasi, Rìestitìusi, dan 

Bantìuan kìepada Saksi dan Korban. 

Pìerkìembangan sist ìem pìeradilan pidana tidak hanya bìeroriìentasi kìepada 

kìepìentingan pìelakìu, t ìetapi jìuga bìeroriìentasi kìepada pìerlindìungan korban. S ìetiap 

korban tindak pidana t ìertìent ìu sìelain mìendapatkan hak atas pìerlindìungan, jìuga 

bìerhak atas. rìestit ìusi dan kompìensasi. Undang-Undang tìelah mìengat ìur hak-hak 

dimaksìud, namìun bìelìum mìengat ìur mìengìenai tìeknis pìenyìelìesaian pìermohonan 

ìunt ìuk mìendapatkan hak rìestit ìusi dan kompìensasi t ìersìebìut. Olìeh karìena it ìu, 

Mahkamah Agìung tìelah mìenìerbitkan Pìerma Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Tata 

Cara Pìenyìelìesaian Pìermohonan dan Pìembìerian Rìestit ìusi dan Kompìensasi Kìepada 

Korban Tindak Pidana. 

Pìerbìedaan antara rìestitìusi dan kompìensasi dapat dilihat dari d ìua hal. Pìertama, 

kompìensasi mìerìupakan t ìuntìutan pìemìenìuhan ganti rìugi yang dilakìukan olìeh 

korban mìelalìui sìuatìu pìermohonan yang dibayar olìeh masyarakat ataìu nìegara. 

Dalam kompìensasi tidak mìensyaratkan adanya pìenghìukìuman t ìerhadap pìelak ìu 

kìejahatan. Kìedìua, pada rìestit ìusi tìunt ìutan ganti rìugi dilakìukan mìelalìui sìuat ìu 

pìutìusan pìengadilan dan dibayar olìeh pìelakìu kìejahatan.40  

Rìuang lingkìup tindak pidana yang t ìermìuat dalam Pasal 2 Pìeratìuran Mahkamah 

Agìung 1 Tahìun 2022 tìentang Tata Cara Pìembìerian Rìestitìusi dan Kompìensasi 

bìerlakìu tìerhadap: 

a. Pìermohonan Rìestit ìusi atas pìerkara tindak pidana pìelanggaran hak asasi 

manìusia yang bìerat, tìerorismìe, pìerdagangan orang, diskriminasi ras dan ìetnis, 

                                                             
40S Maiyai Indaih, 2014, Pierlindiungain Korhain Siuairiu Pierspiektif Fiktimologi dain Kriminologi, 

Jaikairtai: Kiencainai Prienaidai Miediai Groiup, him. 138.  
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tindak pidana tìerkait anak, sìerta tindak pidana lain yang dit ìetapkan dìengan 

Kìepìut ìusan LPSK sìebagaimana dimaksìud dalam kìet ìent ìuan pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan. 

b. Pìermohonan Kompìensasi atas pìerkara tindak pidana pìelanggaran hak asasi 

manìusia yang bìerat dan tìerorismìe sìebagaimana dimaksìud dalam kìet ìent ìuan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Rìestit ìusi diartikan sìebagai pìengìembalian sit ìuasi sìebìelìum korban mìengalami 

kìerìugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Olìeh karìena it ìu maka nìegara harìus 

mìenyìediakan mìekanismìe bagi korban ìunt ìuk mìengajìukan rìestitìusi, tìermasìuk jìuga 

mìekanismìe pìengajìuan olìeh anak jika anak t ìersìebìut mìerìupakan sat ìu-satìunya 

korban, tìermasìuk di dalamnya mìembìerikan kìemìudahan pìengajìuan rìestit ìusi dalam 

hal jika tidak sìemìua dokìumìen t ìersìedia yang dapat diaksìes olìeh korban.41 Rìestit ìusi 

yang dapat dibìerikan mìenìurìut gìuidancìe notìe ini antara lain atas kìerìugian harta 

bìenda, kìerìugian atas rasa aman, k ìerìugian kìesìehatan fisik, kìerìugian atas 

pìenghìentian pìendidikan, kìerìugian atas kìehilangan pìekìerjaan. Pìemìulihan atas 

kìehilangan bìenda- bìenda t ìersìebìut dapat dilakìukan dìengan rìelokasi kìe t ìempat yang 

lìebih aman sìelama bìent ìuk pìemìulihan lain tidak bìerjalan ìefìektif.42  

Pìengìertian rìestit ìusi dalam Undang-Undang TPKS mìengalami pìenìegasan 

dibandingkan dìengan dìefinisi pada pìerat ìuran lainnya. Sìebìelìumnya, dalam 

Undang- Undang Nomor 13 Tahìun 2006 tìentang Pìerlindìungan Saksi dan Korban 

(Undang- Undang PSK), pìengìertian rìestit ìusi hanya mìencakìup ganti kìerìugian yang 

dibìerikan kìepada Korban ataìu Kìelìuarganya olìeh pìelakìu ataìu pihak kìetiga.43 

Undang-Undang TPKS, pìengìertian ini mìendapatkan bìebìerapa pìenìegasan. 

Pìenìegasan yang dimaksìud adalah t ìerkait dasar dari dibìerikannya rìestit ìusi yait ìu 

bìerdasarkan pìenìetapan dan pìut ìusan pìengadilan yang bìerkìekìuatan hìukìum t ìetap. 

                                                             
41 Mairiai Novitai Apriyaini. "Riestitiusi Siebaigaii Wiujiud Piemieniuhain Haik Korbain Tindaik Pidainai 

Kiekieraisain Sieksiuail di Indoniesiai." Risailaih Hiukium (2021). hlm 1-10. 
42 Josiefhin Mairietai, dain J. H. R. R. S. Kaiv. "Pienieraipain Riestoraitivie Jiusticie Mielailiui Piemieniuhain 

Riestitiusi Paidai Korbain Tindaik Pidainai Anaik." Jiurnail Liex iet Sociietaitis 3.1. (2018). hlm 104. 
43 Liukais Piermaidi Orlaindo Bieriemaindai, H. Haifridai, dain Elizaibieth Siriegair. "Prinsip Kieaidilain 

Riestoraitif Dailaim Pienghientiain Pien iuntiutain Mielailiui Kompiensaisi dain Riestitiusi." PAMPAS: Joiurnail 

of Criminail Laiw 4.2. (2023). hlm 277-287. 
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Sìelain it ìu, bìent ìuk kìerìugian yang dibìerikan jìuga mìendapatkan pìenìegasan, yait ìu 

kìerìugian matìeriil dan/ataìu mat ìeriil yang didìerita korban dan ataìu ahli warisnya. 

Sìelanjìutnya, dalam Undang-Undang TPKS, hak korban ìunt ìuk mìendapatkan 

rìestit ìusi jìuga mìendapatkan pìenìegasan dari aspìek mìekanismìenya yang bìert ìujìuan 

agar sìetiap korban mìendapatkan aksìes yang sama tìerhadap haknya ìuntìuk mìendapat 

ganti rìugi dari pìelakìu. Unt ìuk it ìu, Undang-Undang TPKS mìengat ìur bahwa sìetiap 

aparat pìenìegak hìukìum wajib mìembìeritahìukan hak rìestitìusi kìepada korban dan 

LPSK. Bahkan, Undang-Undang TPKS jìuga mìewajibkan majìelis hakim ìuntìuk 

mìenìetapkan bìesarnya rìestit ìusi tìerhadap TPKS yang diancam dìengan pidana 

pìenjara 4 (ìempat) tahìun ataìu lìebih.44 

Pìengat ìuran ini, kita dapat mìelihat bahwa pìembìuat ìundang-ìundang 

mìengindikasikan pìentingnya pìemìenìuhan hak rìestitìusi bagi korban TPKS. Mìeski 

dìemikian, sayangnya Undang-Undang TPKS bìelìum sìecara tìegas mìengat ìur 

mìengìenai pìermohonan r ìestit ìusi yang disampaikan sìetìelah pìut ìusan bìerkìekìuatan 

hìukìum t ìetap Di sisi lain, hal ini t ìent ìunya pìerlìu diikìuti dìengan komitmìen yang kìuat 

dari sìetiap instit ìusi ìunt ìuk mìengimplìemìentasikan tìugas tìersìebìut. Bagi Jaksa, hal 

ini harìus diikìuti dìengan optimalisasi komìunikasi dìengan korban, baik mìelalìui 

pìenyidik pada tahap pra pìenìunt ìutan ataìu sìecara mandiri pada tahap pìertìemìuan 

pìendahìulìuan sìebìelìum dimìulainya pìersidangan. Sìelain it ìu Jaksa jìuga pìerlìu sìecara 

aktif mìembìuka hìubìungan dìengan LPSK agar bisa tìercipta jalìur komìunikasi yang 

lìebih ìefìektif dan ìefisiìen sìerta mìencìegah tidak t ìerlayaninya korban TPKS kar ìena 

alasan gìeografis maìupìun fasilitas. 

Pìengajìuan rìestit ìusi dilaksanakan sìesìuai dìengan kìetìent ìuan dalam Undang-Undang 

Pìerlindìungan Saksi dan Korban sìerta Pìeratìuran Pìemìerintah No. 35 Tahìun 2020 

tìentang Pìerìubahan atas Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 7 Tahìun 2018 tìentang 

Pìembìerian Kompìensasi, Rìestit ìusi dan Bant ìuan Kìepada Saksi dan Korban. Anak 

dan pihak yang mìewakili anak dapat mìengajìukan pìermohonan rìestit ìusi pada tahap 

pìenyidikan ataìu pìenìunt ìutan tanpa mìelalìui LPSK. Pìenìunt ìut ìumìum mìembìuktikan 

                                                             
44 Sailsaibilai Diewi Vitaisairi, Saitriai Siukainaindai, dain Saindrai Wijaiyai. "Pielaiksainaiain Piembieriain Riestitiusi 

Tierhaidaip Korbain Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Oraing." DIVERSI: Jiurnail Hiukium 6.1. (2020). hlm 

92-117 
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fakta-fakta yang mìendìukìung tìerjadinya tindak pidana sìekaligìus mìembìuktikan 

Bahwa korban bìerhak ìuntìuk mìendapatkan rìestitìusi dìengan cara mìengìumpìulkan 

bìukti-bìukti yang mìenìunjìukkan hìubìungan sìebab-akibat antara kìerìugian dìengan 

tindak pidana.  

Dalam jangka waktìu 7 hari sìejak t ìerbitnya salinan ataìu pìetikan pìutìusan 

pìengadilan, jaksa mìenyampaikan sìurat tagihan rìestit ìusi dan sìurat pìernyataan 

kìesanggìupan pìembayaran rìestit ìusi kìepada tìerpidana. 

Pìelaksanaan rìestit ìusi harìus sìesìuai dìengan prinsip Pìemìulihan dalam Kìeadaan 

Sìemìula (rìestìutio in intìegrìum), yait ìu ìupaya agar pìelakìu kìembali pada kìeadaan 

sìemìula sìebìelìum tindak pidana dilakìukan. Mìeskipìun hal ini didasarkan pada 

kìenyataan bahwa tidak mìungkin para korban kìejahatan dapat kìembali kìe kìeadaan 

sìemìula sìebìelìum mìengalami kìerìugian yang didìeritanya. Prinsip ini jìuga 

mìenìegaskan bahwa jìenis rìehabilitasi yang akan dilaksanakan t ìerhadap korban 

harìus mìencapai kìelìengkapan saat pìemìulihan dan mìencakìup bìerbagai aspìek akibat 

kìejahatan. Mìelalìui pìengajìuan rìestit ìusi, korban diharapkan dapat dip ìulihkan 

kìebìebasan, hak- hak hìukìum, statìus sosial, kìehidìupan kìelìuarga dan 

Kìewarganìegaraan, pìemìulihan pìekìerjaannya sìerta dipìulihkan asìetnya. 

Pìerlindìungan saksi dan korban dalam hìukìum positif di Indonìesia tìelah mìendapat 

pìengat ìuran mìeskipìun sifatnya masih sangat sìedìerhana dan parsial. 

Bìerdasarkan kìetìent ìuan dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahìun 

2014 tìentang Pìerlindìungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana bìerhak 

mìempìerolìeh rìestit ìusi yang dapat bìerìupa ganti kìerìugian atas hilangnya pìenghasilan 

ataìu kìekayaan; ganti r ìugi atas kìerìugian akibat pìendìeritaan yang disìebabkan olìeh 

tindak pidana tìersìebìut; dan/ataìu ganti rìugi biaya pìengobatan; dan/ataìu pìengobatan 

psikologis. LPSK sìebagai lìembaga yang dimandatkan olìeh Undang-Undang 

Pìerlindìungan Saksi dan Korban ìunt ìuk mìenjamin pìerlindìungan dan pìenìegakan hak- 

hak saksi dan korban, sìerta mìembìerikan pìendampingan kìepada korban kìejahatan, 

mìembìeritahìukan ataìu mìenginformasikan kìepada korban tindak pidana mìengìenai 

hak-haknya dalam mìendapatkan rìestit ìusi. 
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Rìestit ìusi di Indonìesia tìelah dikìenal sìejak zaman kìerajaan dìengan istilah ganti rìugi 

ataìu panglicawa ataìu patìukìucawa sìebagaimana ditìemìukan dalam kitab ìundang- 

ìundang pada zaman Majapahit45. Bìerangkat dari hal t ìersìebìutlah dalam masyarakat 

adat dikìenal adanya pìenyìelìesaian pìelanggaran dalam bìent ìuk pìembìerian ganti rìugi 

dari pìelakìu kìepada korban yang didasarkan pada k ìearifan lokal masing-masing 

daìerah. Akan tìetapi pìenyìelìesaian mìelalìui mìekanismìe ganti kìerìugian tìersìebìut 

mìenimbìulkan polìemik karìena tìerjadi hìukìum balas dìendam (iìus talionis) dimana 

korban sìeringkali mìeminta t ìunt ìutan ganti kìerìugian yang tidak sìesìuai kìepada 

pìelakìu pìelanggaran, olìeh karìena it ìu dalam pìerkìembangannya nìegara mìengambil 

alih t ìugas mìembìerikan hìukìuman t ìersìebìut dìengan mìengganti kìerìugian yang 

dit ìunt ìut olìeh korban dìengan mìenjat ìuhkan pidana bagi pìelakìu pìelanggaran yang 

kìemìudian mìengakibatkan sìentralisasi dalam sist ìem hìukìum pidana yang 

mìengìesampingkan hak-hak korban.46 

Pìembìerian rìestit ìusi hak rìestit ìusi sìebagaimana diatìur dalam Pasal 7A Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahìun 2006 t ìentang Pìerlindìungan Saksi dan Korban. Bahwa korban 

bìerhak mìendapatkan rìestitìusi sìepìerti: 

a. Pìengganti kìerìugian atas kìehilangan kìekayaan ataìu pìenghasilan: 

b. Pìengganti kìerìugian atas biaya pìerawatan mìedis dan/ataìu psikologis korban 

apa yang t ìelah ditimbìulkan karìena pìendìeritaan yang bìerkaitan akibat tindak 

pidana; dan/ataìu 

c. Pìengganti kìerìugian biaya pìerawatan mìedis dan/ataìu psikologis korban 

d. kìerìugian lain yang didìerita Korban sìebagai akibat tindak pidana, t ìermasìuk 

biaya transportasi dasar, biaya p ìengacara, ataìu biaya lain yang bìerhìubìungan 

dìengan prosìes hìukìum. 

Pìermohonan rìestit ìusi harìus mìemìuat pìersyaratan pìermohonan sìebagaimana diat ìur 

dalam Pasal 5 Ayat 1 Pìeratìuran Mahkamah Agìung 1 Tahìun 2022 yait ìu: 

a. Idìentitas pìemohon; 

b. Idìentitas korban, dalam hal p ìermohonan bìukan korban sìendiri; 

                                                             
45 Mairlinai dain Azmiaiti Ziuliaih, 2015, Haik Riestitiusi Tierhaidaip Korbain Tindaik Pidainai 

Pierdaigaingain 

Oraing, Baindiung: Riefikai Aditaimai, hlm. 48-52 
46 Djoko Praikoso, 1887, Maisailaih Gainti Kieriugiain dailaim KUHAP, Jaikairtai: Binai, hlm. 116 
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c. Uraian mìengìenai tindak pidana; 

d. Idìentitas tìerdakwa/tìermohon; 

e. Uraian kìerìugian yang didìerita; 

f. Bìesaran rìestitìusi yang diminta. 

Rìestit ìusi sìesìuai dìengan Prinsip P ìemìulihan dalam Kìeadaan Sìemìula (rìestìutio 

inintìegrìum) yait ìu sìuat ìu ìupaya yang dilakìukan agar korban kìejahatan dapat 

kìembali kìe kondisi sìemìula sìebìelìum t ìerjadinya tindak pidana mìeski dipastikan 

kondisi t ìersìebìut tidak mìungkin kìembali sìepìerti sìemìula.47 Sìebagaimana diatìur 

dalam Pasal 4 Pìeratìuran Mahkamah Agìung Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Tata 

Cara Pìembìerian Rìestit ìusi dan Kompìenasi Korban bìerhak mìempìerolìeh Rìestit ìusi 

bìerìupa: 

a. ganti kìerìugian atas kìehilangan kìekayaan dan/ataìu pìenghasilan; 

b. ganti kìerìugian, baik mat ìeriil ma ìupìun immat ìeriil, yang ditimbìulkan akibat 

pìendìeritaan yang bìerkaitan langsìung sìebagai akibat tindak pidana; 

c. pìenggantian biaya pìerawatan mìedis dan/ ataìu psikolagis; 

d. kìerìugian lain yang didìerita Korban sìebagai akibat tindak pidana, t ìermasìuk 

biaya. 

Dasar Pìengat ìuran Rìestit ìusi Tìerhadap Anak, Hìukìum positif Indonìesia dalam 

hìukìum pidana, sìudah ada bìebìerapa yang mìengat ìur tìentang Rìestit ìusi t ìerhadap anak 

sìebagai korban tindak pidana yang diat ìur dalam Undang-Undang.Pìertama, 

Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 35 Tahìun 2014 Tìentang Pìerìubahan 

Atas Undang-ìundang Nomor 23 Tahìun 2002 Tìentang Pìerlindìungan Anak. 

Pìemìerintah tìelah mìengìupaya pìerlindìungan tìerhadap anak sìebagai korban tindak 

pidana agar dapat mìembìerikan kìeadilan sìerta dapat mìemìulihkan sìelakìu anak 

sìebagai korban dari tindak pidana, at ìuran t ìersìebìut tìermìuat dalam Pasal 71 Ayat 

(1) yang bìerbìunyi: sìetiap anak yang mìenjadi korban sìebagaimana Pasal 59 Ayat 

(2) hìurìuf b, hìurìuf d, hìurìuf f, hìurìuf h, hìurìuf I dan hìurìuf j bìerhak mìengajìukan kìe 

pìengadilan bìerìupa hak atas rìestit ìusi yang mìenjadi tanggìung jawab pìelak ìu 

kìejahatan. 

 

                                                             
47 Ibid., hlm. 11. 
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Kìedìua, Pìeratìuran Pìemìerintah Rìepìublik Indonìesia Nomor 43 Tahìun 2017 Tìentang 

Pìelaksanaan Rìestit ìusi Bagi Anak yang mìenjadi Korban Tindak Pidana. Sìetiap 

anak yang mìenjadi korban tindak pidana bìerhak mìempìerolìeh rìestit ìusi yait ìu 

sìebagai bìerikìut: 

a. Anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum. 

b. Anak yang diìeksploitasi sìecara ìekonomi dan/ataìu sìeksìual. 

c. Anak yang mìenjadi korban pornografi. 

d. Anak korban pìencìulikan, pìenjìualan, dan ataìu pìerdagangan. 

e. Anak korban kìekìerasan fisik dan/ataìu psikis dan 

f. Anak korban kìejahatan sìeksìual. 

 

Kìetiga, Hak Korban dan bìent ìuk rìestit ìusi tìermìuat dalam Pasal 4 Pìeratìuran 

Mahkamah Agìung Nomor 1 Tahìun 2022 t ìentang Tata Cara Pìenyìelìesaian 

Pìermohonan dan Pìembìerian Rìestit ìusi dan Kompìensasi Kìepada Korban Tindak 

Pidana, Korban bìerhak mìempìerolìeh rìestit ìusi bìerìupa: 

a. Ganti kìerìugian atas kìehilangan kìekayaan dan/ataìu pìenghasilan; 

b. Ganti kìerìugian mat ìeriil dan immat ìeriil yang ditimbìulkan akibat pìendìeritaan 

yang bìerkaitan langsìung sìebagai akibat tindak pidana; 

c. Pìengganti biaya pìerawatan mìedis dan/ataìu psikologis; 

d. Kìerìugian lain yang didìerita korban sìebagai akibat tindak pidana. 

 

D. Tinjaìuan Pìerlindìungan Hìukìum Tìerhadap Anak Sìebagai Korban 

Satjipto Raharjo mìendìefinisikan pìerlindìungan hìukìum adalah mìembìerikan 

pìengayoman kìepada hak asasi manìusia yang dirìugikan orang lain dan pìerlindìungan 

tìersìebìut dibìerikan kìepada masyarakat agar mìerìeka dapat mìenikmati sìemìua hak-

hak yang dibìerikan olìeh hìukìum.48 Fitzgìerald bìerpìendapat lain, ia mìenjìelaskan 

bahwa t ìeori pìerlindìungan hìukìum bìert ìujìuan ìunt ìuk mìengint ìegrasikan dan 

mìengoordinasikan bìerbagai kìepìentingan dalam masyarakat karìena dalam sìuat ìu 

lalìu lintas kìepìentingan, pìerlindìungan tìerhadap kìepìentingan tìertìent ìu hanya dapat 

dilakìukan dìengan cara mìembatasi bìerbagai kìepìentingan di lain pihak.49 

Pìerlindìungan hìukìum mìerìupakan sìuat ìu bìent ìuk pìelayanan yang wajib dibìerikan 

                                                             
48 Saitjipto Raihairjo, 2004, Sisi-sisi Laiin Dairi Hiukium di Indoniesiai, Kompais : Jaikairtai, hlm. 121 
49 Ibid., hlm. 59. 
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olìeh pìemìerintah ìunt ìuk mìembìerikan rasa aman kìepada sìetiap warga nìegara. 

Bìerdasarkan Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945. 

Nìegara bìertanggìung jawab atas pìerlindìungan Hak Asasi Manìusia.  

Hal ini t ìercant ìum dalam Pasal 281 Ayat (4) UUD NRI Tahìun 1945 :  

“Pìerlindìungan, pìemajìuan, pìenìegakan, dan pìemìenìuhan hak asasi manìusia adalah 

tanggìung jawab nìegara, tìerìutama pìemìerintah.” 

Pìerlindìungan hìukìum mìenjadi gambaran dari bìekìerjanya fìungsi hìukìum it ìu sìendiri 

ìunt ìuk mìewìujìudkan tìujìuant ìujìuan hìukìum, yakni kìeadilan, kìemanfaatan dan 

kìepastian hìukìum. Pìerlindìungan hìukìum adalah sìuat ìu pìerlindìungan yang dibìerikan 

kìepada sìubjìek hìukìum sìesìuai dìengan at ìuran hìukìum, baik it ìu yang bìersifat prìevìentif 

(pìencìegahan) maìupìun dalam bìent ìuk rìeprìesif (pìemaksaan), baik yang sìecara 

tìertìulis maìupìun tidak tìertìulis dalam rangka mìenìegakkan pìeratìuran hìukìum.50 

Dalam artian pìerlindìungan hìukìum ini bìert ìujìuan pada fìungsi hìukìum it ìu sìendiri 

sìebagai bìentìuk kìeadilan, kìemanfaatan dan kìepastian hìukìum bagi warga nìegara 

Indonìesia t ìerkhìusìusnya Anak sìebagai t ìunas harapan bangsa. 

Anak adalah amanah sìekaligìus karìunia Tìuhan Yang Maha Esa, yang sìenantiasa 

harìus kita jaga karìena dalam dirinya mìelìekat harkat, martabat, dan hak-hak sìebagai 

manìusia yang harìus dijìunjìung tinggi. Hak asasi anak mìerìupakan bagian dari hak 

Asasi manìusia yang t ìermìuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kìetìent ìuan 

Konvìensi Hak Anak (Convìention on thìe Rights of thìe Child) yang diratifikasi olìeh 

pìemìerintah Indonìesia mìelalìui Kìepìut ìusan Prìesidìen Nomor 36 Tahìun 1990, 

kìemìudian jìuga dit ìuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahìun 1979 tìentang 

Kìesìejaht ìeraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang 

Pìerlindìungan Anak yang kìesìemìuanya mìengìemìukakan prinsip-prinsip ìumìum 

pìerlindìungan anak, yait ìu non diskriminasi, kìepìentingan tìerbaik bagi anak, 

kìelangsìungan hidìup dan tìumbìuh kìembang, dan mìenghargai partisipasi anak. 51 

Anak mìerìupakan sìumbìer daya manìusia yang sangat diharapkan olìeh sìuat ìu nìegara 

                                                             
50 Bieniedhictai Diescai Pritai Octailinai, 2021, Pierlindiungain Hiukium Tierhaidaip Anaik Korbain Eksploitaisi 

Ekonomi, joiurnail Atmaijaiyai 1, Vol, 14. hlm 22 
51 Niur HidAyaiti, 2020, Pierlindiungain Anaik tierhaidaip Kiejaihaitain Kiekieraisain Sieksiuail (Piedofiliai), 

Raigaim Jiurnail Piengiembaingain Hiumainiorai . 1, Vol. 14, hlm. 14. 



29 
 

karìena dapat mìenjadi gìenìerasi pìenìerìus bangsa sìehingga anak dapat mìembìerikan 

sìumbangsih dan mìengabadikan sìumbìer daya manìusianya kìepada sìuatìu nìegara 

sìepìerti : ilmìu pìengìetahìuan dan attitìudìe (sopan santìun), pada hakikatnya sìeorang 

Anak dapat mìenìent ìukan baik ataìupìun bìurìuknya masa dìepan sìuat ìu bangsa dìengan 

sìumbìer daya manìusia yang ia miliki, ìunt ìuk mìewìujìudkan sìuat ìu gagasan tìersìebìut 

maka pìert ìumbìuhan dan pìerkìembangan sìecara optimal bagi anak pìerlìu dipìerhatikan 

baik dari lingkìungan kìelìuarga, masyarakat, dan pìemìerintahan agar mìembìerikan 

pìendidikan baik sìecara ilmìu pìengìetahìuan, fisik dan sìecara moral dalam 

kìehidìupannya. Anak adalah amanah dan karìunia Tìuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya mìelìekat harkat dan martabat sìebagai potìensi manìusia sìeìut ìuhnya.52 

Konvìensi PBB tìentang Hak Anak (KHA) ataìu Unitìed Nations Convìention on thìe 

Rights of thìe Child (UNCRC) adalah pìerjanjian hak asasi manìusia yang mìenjamin 

hak-hak anak di bìerbagai bidang. Konvìensi ini bìerlakìu ìunt ìuk sìemìua anak di bawah 

ìusia 18 tahìun. Konvìensi ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan sìetiap 

tindakan harìus mìempìertimbangkan kìepìentingan t ìerbaik bagi anak. Konvìensi Hak 

Anak disahkan pada tahìun 1989 dan Indonìesia mìeratifikasinya pada tahìun 1990, 

kìemìudian mìengadopsi Konvìersi Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahìun 2014 t ìentang Pìerìubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 

tìentang Pìerlindìungan yang mìemìuat hak-hak Anak antara lain: 

a. Hak kìelangsìungan hidìup; 

b. Hak tìumbìuh kìembang; 

c. Hak pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi; 

d. Hak bìerpartisipasi; 

e. Hak sipil dan kìebìebasan; 

f. Hak pìerawatan dan pìengasìuhan; 

g. Hak kìesìehatan dan kìesìejahtìeraan; 

h. Hak pìendidikan. 

 

Dìeklarasi PBB, “Thìe Dìeclaration of Basic Principlìe of Jìusticìe for Victims of 

Crimìe and Abìusìe of Powìer” tahìun 1985, mìendìefinisikan korban adalah orang-

orang yang sìecara individìual maìupìun kolìektif tìelah mìengalami pìendìeritaan, 

mìelipìuti pìendìeritaan fisik ataìu mìental, pìendìeritaan ìemosi, kìerìugian ìekonomi ataìu 

pìengìurangan sìubstansial hak-hak asasi mìelalìui pìerbìuatan-pìerbìuatan ataìu 

                                                             
52 Nikmaih Rosidaih, Op. Cit hlm.6 
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pìembiaran-pìembiaran (omission) yang mìelanggar hìukìum pidana yang bìerlakìu di 

nìegara-nìegara anggota yang mìelipìuti jìuga pìerat ìuran hìukìum yang mìelarang 

pìenyalahgìunaan kìekìuasaan yang bisa dikìenai pidana. 53 

Ariìef Gosita bìerpìendapat bahwa korban adalah mìerìeka yang mìendìerita sìecara 

jasmaniah dan rohaniah sìebagai akibat tindakan orang lain yang mìencari 

pìemìenìuhan kìepìentingan diri sìendiri ataìu orang lain yang bìert ìentangan dìengan 

kìepìentingan hak asasi pihak yang dir ìugikan54. Mìuladi mìengartikan korban adalah 

orang-orang yang baik sìecara individìual maìupìun kolìektif t ìelah mìendìerita 

kìerìugian, tìermasìuk kìerìugian fisik ataìu mìental, ìemosional, ìekonomi ataìu ganggìuan 

sìubstansial t ìerhadap hak-haknya  yang  fìundamìental  mìelalìui  pìerbìuatan  ataìu 

komisi yang mìelanggar hìukìum pidana di masing-masing nìegara, tìermasìuk 

pìenyalahgìunaan kìekìuasaan.55 Dikaji dari pìerspìektif ilmìu Victimologi pìengìertian 

korban dapat diklasifikasikan sìecara lìuas dan sìempit. Dalam pìengìertian lìuas 

korban diartikan sìebagai orang yang mìendìerita ataìu dirìugikan akibat pìelanggaran 

baik bìersifat pìelanggaran hìukìum pidana (pìenal) maìupìun di lìuar hìukìum pidana 

(non pìenal) ataìu dapat jìuga tìermasìuk korban pìenyalahgìunaan kìekìuasaan (victim 

abìusìe of powìer). Sìedangkan pìengìertian korban dalam artian sìempit dapat 

diartikan sìebagai victim of crimìe yait ìu korban kìejahatan yang diat ìur dalam 

kìetìent ìuan hìukìum pidana.56 Sìelain mìempìerhatikan posisi korban, pìerlìu pìula 

mìemilah korban sìehingga mìemìuncìulkan jìenis-jìenis korban sìepìerti bìerikìut: 

1) Nonparticipating victims ialah mìerìeka yang tidak pìedìuli t ìerhadap ìupaya 

pìenanggìulangan kìejahatan; 

2) Latìent victims mìerìupakan kìelompok yang mìemiliki sifat dan karakt ìer 

tìertìent ìu sìehingga cìendìerìung mìenjadi korban; 

 

                                                             
53 Syaihraiiail Mairtono Wiryaiwain & Mielly Sietyowaiti, 2007, Piembieriain Baintiuain Undaing-Undaing 

Pierlindiungain Saiksi dain Korbain : Siebiuaih Obsiervaisi Awail, Jaikairtai: Indoniesiai: Corriuption Waitch, 

hlm.16. 
54 Ariief Gositai, 1993, Maisailaih Korbain Kiejaihaitain, Jaikairtai: Akaidiemikai Priessindo, hlm.63. 

55 Miulaidi, 2005, HAM Dailaim Priespiektif Sistiem Pieraidilain Pidainai, Baindiung: Riefikai Aditaimai, hlm. 
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56 Biudi Siuhairiyainto, 2023, Qiuo Vaidis Pierlindiungain Hiukium Tierhaidaip Korbain Kiekieraisain Sieksiuail, 
mielailiui riestitiusi, Jiurnail Hiukium dain Pieraidilain, Vol. 2 No.1 hlm. 133 
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3) Pracativìe victims adalah orang-orang yang mìenimbìulkan rangsangan 

tìerjadinya kìejahatan; 

4) Participating victims mìerìupakan orang-orang yang dìengan 

pìerilakìunya mìemìudahkan dirinya mìenjadi.57 

Sìellin dan Wolfgang, tìerdapat bìebìerapa golongan korban sìebagaimana bìerikìut: 

1) Primary victimization adalah korban yang bìerìupa individìu ataìu 

pìerorangan (bìukan kìelompok); 

2) Sìecondary victimization ialah korban kìelompok, misalnya badan hìukìum; 

3) Tìertiary victimization yait ìu korban masyarakat lìuas; 

4) No victimization bìerarti korban yang tidak dapat dik ìetahìui, misalnya 

konsìumìen sìuat ìu prodìuk.58  

 Mìuladi, korban kìejahatan Pìerlìu dilindìungi karìena bìebìerapa alasan bìerikìut: 

1. Masyarakat dianggap sìebagai sìuat ìu wìujìud sist ìem kìepìercayaan yang mìelìembaga, 

yang t ìercìermin mìelalìui norma-norma yang diìeksprìesikan dalam strìuktìur 

kìelìembagaan, sìepìerti kìepolisian, kìejaksaan, pìengadilan, dan sìebagainya. Adapìun 

kìejahatan yang tìerjadi kìepada masyarakat bìerarti mìerìupakan pìenghancìuran 

tìerhadap sist ìem kìepìercayaan sìehingga Bìukìu Ajar Pìerlindìungan Saksi dan Korban 

pìengat ìuran hìukìum pidana dan hìukìum lainnya yang mìenyangkìut korban akan 

bìerfìungsi sìebagai sarana pìengìendalian sist ìem kìepìercayaan t ìersìebìut, 

2. Adanya alasan kontak sosial dan solidaritas sosial kar ìena nìegara dikatakan 

mìemonopoli sìelìurìuh rìeaksi sosial t ìerhadap kìejahatan sìerta mìelarang tindakan yang 

bìersifat pribadi. Olìeh karìena it ìu, jika tìerdapat korban kìejahatan, maka nìegara harìus 

mìempìerhatikannya; 

 

                                                             
57 Ziulkifli Ismaiil, 2023, Pierlindiungain saiksi dain korbain, Jaikairtai: Litieraisi Niusaintairai Abaidi Groiup, 

hlm. 50. 
58 Siuryono Ekotaimai, Hairium Piudjiainto dain G.Wiraitainai, 2021,Pierlindiungain Hiukium Tierhaidaip Anaik 

Korbain, Ikaitain Pieniulis Maihaisiswai Hiukium Indoniesiai Laiw Joiurnail, Vol. 1, No. 2, hlm.176-177. 47 

Miulaidi, 1997, Kiumpiulain Kairaingain Haik Asaisi Mainiusiai, Politik, dain Sistiem Pieraidilain Pidainai , 

Siemairaing : Univiersitais Dipieniegoro, hlm.172. 
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3. Pìerlindìungan korban yang biasanya dih ìubìungkan dìengan salah sat ìu tìujìuan 

pìemidanaan yakni pìenyìelìesaian konflik. Dìengan pìenyìelìesaian konflik yang 

ditimbìulkan olìeh adanya tindak pidana maka akan mìemìulihkan kìesìeimbangan dan 

mìendatangkan rasa damai dalam masyarakat s ìekaligìus dapat diharapkan 

mìenyìelìesaikan konflik/pìert ìentangan dan jìuga mìendatangkan kìedamaian di dalam 

masyarakat.59 

Dikdik M. Ariìef Mansìur dan Elisatrisn Gìultom, dìengan mìengacìu pada pìenìerapan 

pìerlindìungan hak-hak korban kìejahatan sìebagai akibat dari t ìerlanggarnya hak asasi 

yang bìersangkìutan. Maka dasar dari pìerlindìungan korban kìejahatan dapat dilihat 

dari bìebìerapa tìeori diantaranya: 

1) Tìeori ìutilitas, yang mìenitikbìeratkan pada kìemanfaatan yang t ìerbìesar bagi 

jìumlah yang t ìerbìesar. Konsìep pìembìerian pìerlindìungan pada korban 

kìejahatan dapat dit ìerapkan sìepanjang mìembìerikan kìemanfaatan yang lìebih 

bìesar dibandingkan dìengan tidak dit ìerapkannya konsìep tìersìebìut, tidak saja 

bagi korban kìejahatan tìetapi jìuga bagi sist ìem pìenìegakan hìukìum pidana 

sìecara kìesìelìurìuhan; 

2) Tìeori tanggìung jawab, pada hakikatnya sìubyìek hìukìum (orang maìupìun 

kìelompok) adalah bìertanggìung jawab tìerhadap sìegala pìerbìuatan hìukìum 

yang dilakìukannya, sìehingga apabila sìesìeorang mìelakìukan sìuat ìu tindak 

pidana yang mìengakibatkan orang lain mìendìerita kìerìugian (dalam arti lìuas), 

maka orang tìersìebìut harìus bìertanggìung jawab atas kìerìugian yang 

ditimbìulkannya, kìecìuali ada alasan yang mìembìebaskannya; 

3) Tìeori ganti kìerìugian, sìebagai pìerwìujìudan tanggìung jawab karìena 

kìesalahannya t ìerhadap orang lain, maka pìelakìu tindak pidana dibìebani 

kìewajiban ìunt ìuk mìembìerikan ganti kìerìugian pada korban ataìu ahli 

warisnya.60 

Pìerlindìungan hìukìum korban kìejahatan sìebagai bagian dari pìerlindìungan kìepada 

masyarakat, dapat diwìujìudkan dalam bìerbagai bìentìuk, sìepìerti mìelalìui pìembìerian 

rìestit ìusi dan kompìensasi, pìelayanan mìedis, dan bant ìuan hìukìum.  

                                                             
59 Ziulkifli Ismaiil, 2023, Pierlindiungain saiksi dain korbain, Jaikairtai: Litieraisi Niusaintairai Abaidi Groiup 

hlm. 50. 
60 Titon Slaimiet Kiurniai, 2005, Riepairaisi (Riepairaition) tierhaidaip korbain pielainggairain HAM 

diindoniesiai, Baindiung: Citrai Adityai Baikti, hlm.29 
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Bìebìerapa bìent ìuk pìerlindìungan tìerhadap korban yaitìu : 

1) Ganti Kìerìugian 

Istilah ganti kìerìugian digìunakan olìeh KUHAP dalam Pasal 173 Ayat (1) 

dan (2) dìengan pìenìekanan pada pìenggantian biaya yang t ìelah dikìelìuarkan 

olìeh pihak yang dir ìugikan ataìu korban. Dilihat dari kìepìentingan korban, 

dalam konsìep ganti kìerìugian tìerkandìung dìua manfaat yait ìu pìertama, 

ìunt ìuk mìemìenìuhi kìerìugian mat ìerial dan sìegala biaya yang t ìelah 

dikìelìuarkan, dan kìedìua mìerìupakan pìemìuasan ìemosional korban. 

Sìedangkan dilihat dari sisi k ìepìentingan pìelakìu, kìewajiban mìengganti 

kìerìugian dipandang sìebagai sìuat ìu bìent ìuk pidana yang dijat ìuhkan dan 

dirasakan sìebagai sìuat ìu yang konkrit dan langsìung bìerkaitan dìengan 

kìesalahan yang dipìerbìuat pìelakìu. 

2) Rìestit ìusi (rìestitìution)  

Rìestit ìusi lìebih diarahkan pada tanggìung jawab pìelakìu t ìerhadap akibat 

yang ditimbìulkan olìeh kìejahatan sìehingga sasaran ìutamanya adalah 

mìenanggìulangi sìemìua kìerìugian yang didìerita korban.Tolok ìukìur yang 

digìunakan dalam mìenìent ìukan jìumlah rìestit ìusi yang dibìerikan tidak 

mìudah dalam mìerìumìuskannya. Hal ini t ìergant ìung pada statìus sosial 

pìelakìu dan korban. Dalam hal korban d ìengan statìus sosial lìebih rìendah 

dari pìelakìu, akan mìengìutamakan ganti kìerìugian dalam bìent ìuk mat ìeri, dan 

sìebaliknya jika statìus korban lìebih tinggi dari pìelakìu maka pìemìulihan 

harkat sìerta nama baik akan lìebih diìutamakan. 

3) Kompìensasi  

Kompìensasi mìerìupakan bìent ìuk sant ìunan yang dapat dilihat dari asp ìek 

kìemanìusiaan dan hak-hak asasi. Kompìensasi sìumbìer dana ìunt ìuk it ìu 

dipìerolìeh dari pìemìerintah ataìu dana ìumìum.61 

 

 

 

                                                             
61 Kristiaini Virgi Kiusium https://www.hiukiumonlinie.com/klinik/ai/2 -cairai-korbain-mien iuntiut- 

gaintiriugi-kiepaidai-tierpidainai-cl5928/ Mieniuntiut Gainti Kieriugaiiain Tierpidainai diaiksies paidai 8 Jainiuairi 

2025 Piukiul 12.36 Wib. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/2%20-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/
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E. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual 

Pìengìertian Tindak Pidana Mìenìurìut pìendapat Simons yang mìenyatakan, bahwa 

tindak pidana adalah aksi yang dilak ìukan manìusia yang bìert ìentangan dìengan 

hìukìum. Aksi t ìersìebìut dilakìukan olìeh individìu yang bìertanggìung jawab, dan 

pìembìuat ataìu pìelakìu pìerbìuatan tìersìebìut dapat diidìentifikasi.62 Sìelain it ìu S.R 

Siant ìuri mìenggìunakan dìelik sìebagai tindak pidana. Jìelasnya siant ìuri mìembìerikan 

rìumìusan sìebagai bìerikìut: "Tindak pidana adalah sìuatìu tindakan pada, t ìempat, 

waktìu, dan kìeadaan t ìertìent ìu yang dilarang (ataìu diharìuskan) dan diancam dìengan 

pidana olìeh ìundang-ìundang bìersifat mìelawan hìukìum, sìerta dìengan kìesalahan 

dilakìukan olìeh sìesìeorang (yang bìertanggìung jawab).63 

Istilah tindak pidana dipakai sìebagai tìerjìemahan dari istilah strafbaar fìeit ataìu 

dìelict, tìetapi didalam bìerbagai pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu di Indonìesia, 

dikìenal dìengan istilah-istilah yang tidak sìeragam dalam mìenìerjìemahkan strafbaar 

fìeit, adapìun bìebìerapa istilah yang dipìergìunakan dalam Bahasa Indonìesia. Tindak 

pidana mìerìupakan sìuat ìu istilah yang mìengandìung sìuat ìu istilah yang mìengandìung 

sìuat ìu pìengìertian dasar dalam ilmìu hìukìum, sìebagai istilah yang dibìent ìuk dìengan 

kìesabaran dalam mìembìerikan ciri tìertìent ìu pada pìeristiwa hìukìum pidana, sìehingga 

tindak pidana harìuslah dibìerikan arti yang bìersifat ilmiah dan dit ìent ìukan dìengan 

jìelas ìunt ìuk dapat mìemisahkan dìengan istilah kita sìehari-hari dalam kìehidìupan 

bìermasyarakat. 

Para pakar hìukìum pidana mìenggìunakan istilah "Tindak Pidana" d ìengan istilah 

Strafbaar fìeit adalah pìeristiwa pidana, Strafbaar Handlìung ditìerjìemahkan dìengan 

"Pìerbìuatan Hìukìum" yang digìunakan olìeh para Sarjana Hìukìum Pidana Jìerman, 

dan Criminal Act dit ìerjìemahkan dìengan istilah "Pìerbìuatan Kriminal". Sìedangkan 

dìelik yang dalam Bahasa Bìelanda disìebìut strafbaar fìeit, tìerdiri atas tiga kata, yait ìu 

Straf diartikan sìebagai pidana dan hìukìum, Baar diartikan sìebagai dapat dan bolìeh, 

Fìeit diartikan sìebagai tindak, pìeristiwa, pìelanggaran, dan pìerbìuatan.64  

                                                             
62 C.S. Kainsil, 2021, Laitihain Ujiain Hiukium Pidainai, Jaikairtai: Sinair Graifikai, him. 106. 
63 Amir Ilyais, 2021, Asais-Asais Hiukiom Pidiunai Yogyaikairtai: Raingkaing Ediucaition, him. 18-19 
64 Raihmainiuddin Tiurnailili, 2019, Hiukium Pidainai, Yogyaikairtai, hlm. 5-6. 
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Tindak pidana dibagi mìenjadi 2 yait ìu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana 

Mat ìeril, yang dimaksìud dìengan Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang 

ada didalam pìerìundang-ìundangan cìukìup disìebìut dìengan mìerìujìuk pada pìerbìuatan 

tìertìent ìu ataìu kìelalaian, sìedangkan dìelik mat ìeril adalah pìerbìuatan yang 

mìemìuncìulkan akibat tìertìentìu. Pìerbìuatan yang mìemìuncìulkan akibat yang tidak 

dikìehìendaki t ìersìebìut kadang t ìercakìup ataìu tidak dicakìupkan sìebagai ìunsìur dalam 

pìerìumìusan tindak pidana.65 Tindak pidana mìerìupakan sìuat ìu bìentìuk pìerilakìu 

mìenyimpang yang sìelalìu ada dan mìelìekat pada sìetiap bìent ìuk masyarakat, dalam 

arti bahwa tindak pidana akan sìelalìu ada sìepìerti pìenyakit dan kìematian yang sìelalìu 

Bìerìulang sìepìerti halnya dìengan mìusim yang sìelalìu bìerganti dari tahìun kìe tahìun.66 

Kìekìerasan sìeksìual mìerìupakan pìelanggaran hak asasi manìusia, kìejahatan tìerhadap 

martabat manìusia dan bìent ìuk diskriminasi yang har ìus dihilangkan. Kìekìerasan 

sìeksìual sìemakin marak tìerjadi di Masyarakat yang mìenimbìulkan dampak lìuar biasa 

kìepada Korban. Dampak t ìersìebìut mìelipìuti pìendìeritaan fisik, mìental, kìesìehatan, 

ìekonomi, dan sosial hingga politik.. Dampak kìekìerasan sìeksìual akan sìemakin 

bìurìuk jika korbannya mìerìupakan bagian dari pìerìekonomian, masyarakat dan 

politik, ataìu kìetika mìerìeka mìemiliki kìebìut ìuhan khìusìus, sìepìerti anak-anak dan 

pìenyandang disabilitas.  

Sampai saat ini t ìelah ada pìerat ìuran pìerìundangìundangan yang mìengat ìur bìebìerapa 

bìent ìuk kìekìerasan sìeksìual, narnìun sangat tìerbatas bìentìuk dan lingkìupnya. 

Pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang ada bìelìum mampìu mìerìespon tindakan 

kìekìerasan yang tìerjadi dan bìerkìembang di masyarakat. Pìenyidikan, pìenìunt ìutan, 

dan pìemìeriksaan di pìengadilan t ìerhadap pìerkara kìekìerasan sìeksìual jìuga masih 

bìelìum mìempìerhatikan Hak korban dan cìendìerìung mìenyalahkan korban. sìelain it ìu, 

masih dipìerlìukan ìupaya pìencìegahan dan kìetìerlibatan masyarakat agar t ìerwìujìud 

kondisi lingkìungan yang bìebas dari kìekìerasan sìeksìual. Olìeh karìena itìu, 

dipìerlìukan UndangUndang khìusìus tìentang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual 

                                                             
65 J. Riemielink, 2014, Piengaintair Hiukium Pidainai Maitieriil, Yogyaikairtai: Siungging, him. 77. 
66 Siusilo, 1985, Kriminologi Piengietaihiuain Tientaing Siebaib-siebaib Kiejaihaitain, Bogor: Politieriai, 

him.65. 
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yang mampìu mìenyìediakan landasan hìukìum matìeriìel dan formil sìekaligìus 

sìehingga dapat mìenjamin kìepastian hìukìum dan mìemìenìuhi kìebìut ìuhan hìukìum 

Masyarakat. 

TPKS mìerìupakan sìegala pìerbìuatan yang mìemìenìuhi ìunsìur tindak pidana 

sìebagaimana diatìur dalam Undang-Undang TPKS dan pìerbìuatan kìekìerasan 

sìeksìual lainnya yang diat ìur dalam ìundang-ìundang lainnya sìepanjang dit ìentìukan 

dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS mìenjamin 

hak sìetiap orang ìunt ìuk mìendapatkan pìerlindìungan dari kìekìerasan, tìermasìuk 

kìekìerasan sìeksìual dan hak ìunt ìuk bìebas dari pìenyiksaan ataìupìun pìerlakìuan yang 

mìerìendahkan dìerajat martabat manìusia. Mìengingat kìekìerasan sìeksìual 

bìert ìentangan dìengan nilai kìet ìuhanan, kìemanìusiaan, mìengganggìu kìeamanan dan 

kìesìejaht ìeraan masyarakat, sìerta mìerìugikan masyarakat. Sìelain mìemidana pìelakìu 

TPKS, ìundang-ìundang ini: 

1. mìengìembangkan dan mìelaksanakan mìekanismìe pìencìegahan, pìenanganan, 

pìelindìungan, dan pìemìulihan yang mìelibatkan masyarakat dan bìerpìerspìektif 

korban, agar korban dapat mìelampaìui kìekìerasan yang ia alami dan mìenjadi 

sìeorang pìenyintas; 

2. mìembìerikan kìeadilan bagi korban kìekìerasan sìeksìual, mìelalìui rìehabilitasi, 

sanksi pidana, dan tindakan yang t ìegas bagi pìelakìu kìekìerasan sìeksìual; dan 

3. mìenjamin t ìerlaksananya kìewajiban nìegara, pìeran kìelìuarga, partisipasi 

masyarakat, dan tanggìung jawab korporasi dalam mìewìujìudkan lingkìungan 

bìebas kìekìerasan sìeksìual. 

Pada 4 Ayat (1) Undang-Undang TPKS mìenyìebìutkan 9 (sìembilan) bìentìuk TPKS, 

yakni pìelìecìehan sìeksìual non-fisik, pìelìecìehan sìeksìual fisik, pìemaksaan 

kontrasìepsi, pìemaksaan stìerilisasi, pìemaksaan pìerkawinan, pìenyiksaan sìeksìual, 

ìeksploitasi sìeksìual, pìerbìudakan sìeksìual, dan kìekìerasan sìeksìual bìerbasis 

ìelìektronik. Ayat (2) Pasal ini mìengat ìur dan mìenyìebìutkan TPKS lainnya yang 

diat ìur dalam ìundang- ìundang sìelain Undang-Undang TPKS. Bìentìuk TPKS 

mìelipìuti pìerkosaan; pìerbìuatan cabìul;pìersìet ìubìuhan t ìerhadap Anak, pìerbìuatan 

cabìul t ìerhadap Anak, dan/ataìu ìeksploitasi sìeksìual tìerhadap Anak; pìerbìuatan 

mìelanggar kìesìusilaan yang bìertìentangan dìengan kìehìendak korban; pornografi 
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yang mìelibatkan Anak ataìu pornografi yang sìecara ìeksplisit mìemìuat kìekìerasan 

dan ìeksploitasi sìeksìual; pìemaksaan pìelacìuran; tindak pidana pìerdagangan orang 

yang dit ìujìukan ìunt ìuk ìeksploitasi sìeksìual; kìekìerasan sìeksìual dalam lingkìup rìumah 

tangga; tindak pidana pìencìucian ìuang yang tindak pidana asalnya mìerìupakan 

TPKS; tindak pidana lain yang dinyatakan s ìecara tìegas sìebagai TPKS 

sìebagaimana diat ìur dalam kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Kìekìerasan sìeksìual adalah sìebìuah pìeristiwa tragis yang t ìelah mìenjadi momok bagi 

masyarakat sìelama bìerabad-abad. Tìerlìepas dari ìusia, jìenis kìelamin, ataìu latar 

bìelakang, kìekìerasan sìeksìual dapat mìenghant ìui korban sìelamanya. Dalam hal ini, 

kita akan mìengìeksplorasi dampak kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap korban dan 

masyarakat sìecara kìesìelìurìuhan, sìerta mìenggali ìupaya yang dapat kita lakìukan 

ìunt ìuk Mìembìerantasnya.67 Kìekìerasan sìeksìual mìerìujìuk pada sìegala bìent ìuk pìerilakìu 

sìeksìual yang tidak diinginkan dan mìemaksa yang dilakìukan olìeh sìesìeorang 

tìerhadap orang lain, t ìermasìuk pìemìerkosaan, pìelìecìehan sìeksìual, pìencabìulan, dan 

ìeksploitasi sìeksìual. Dampaknya sangat mìerìusak, baik sìecara fisik maìupìun 

psikologis, yang bìerdampak pada bìerbagai aspìek kìehidìupan korban.68 

 

                                                             
67 Ivo Noviainai. "Kiekieraisain sieksiuail tierhaidaip ainaik: daimpaik dain pienaingainainnyai." Sosio Informai 

(2015). hlm 52-59 
68 Utaimi Zaihiraih, Niuniung Niurwaiti, dain Hietty Krisnaini. "Daimpaik dain pienaingainain kiekieraisain 

sieksiuail ainaik di kieliuairgai." Prosiding Pienielitiain Dain Piengaibdiain Kiepaidai Maisyairaikait 6.1. (2019). 

hlm 10 



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah mìerìupakan komponìen dari risìet hìukìum yang mìerìupakan 

aktivitas ilmiah yang bìerlandaskan pada mìetodologi pìenìelitian yang tìerstrìuktìur dan 

pola pikir khìusìus yang bìertìujìuan ìunt ìuk mìengkaji bìerbagai fìenomìena ataìu 

pìermasalahan hìukìum yang tìelah dit ìetapkan mìelalìui prosìes analisis.  Pìendìekatan 

masalah yang dit ìerapkan olìeh pìenìeliti dalam mìerìespons formìulasi masalah pada 

risìet ini mìenggìunakan mìetodìe pìenìelitian yìuridis normatif dan ìempiris. Yakni 

pìendìekatan masalah yang mìengìutamakan aspìek kajian bìerbasis lit ìerat ìur dan 

obsìervasi lapangan yang dilaksanakan, yait ìu mìetodologi pìenìelitian yang mìelipìuti 

ataìu mìengombinasikan mìetodìe pìenìelitian normatif sìerta pìenìelitian ìempiris yang 

mìerìupakan salah sat ìu dari bìerbagai bagian pìengìembangan nilai-nilai hìukìum yang 

ada dalam masyarakat dìengan oriìentasi yang tidak dapat dipìerdìebatkan lagi, t ìetapi 

harìus konsist ìen ìunt ìuk mìenìemìukan fakta hìukìum. 

Pìendìekatan masalah yang dit ìerapkan dalam risìet normatif-ìempiris ini bìert ìujìuan 

mìengkaji sìerta mìenganalisis bìerbagai rìegìulasi pìerìundang-ìundangan bìesìerta kaidah 

hìukìum lainnya, khìusìusnya yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini, sìecara langsìung 

(in action) dìengan mìempìerhatikan dinamika hìukìum yang bìerkìembang di t ìengah 

masyarakat. Implìemìentasi pìengkajian ìundang-ìundang sìecara ìempiris t ìersìebìut akan 

mìembìerikan dampak ìunt ìuk mìengìevalìuasi maksìud ataìu targìet (addrìesat) dari 

ìeksist ìensi ìundang-ìundang tìersìebìut bagi masyarakat, sìehingga pìendìekatan masalah 

yang akan diìuraikan dalam pìenìelitian ini mìenggìunakan mìetodìe normatif-ìempiris 

(tìerapan). 
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B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

Sìumbìer data mìerìupakan tìempat ataìu lokasi dimana data tìersìebìut dipìerolìeh. Apabila 

ditinjaìu dari asal-ìusìul dan kat ìegorinya, data dapat dipìerolìeh dari sìumbìer lit ìerat ìur. 

Sìumbìer dan katìegori data yang dipìergìunakan dalam risìet ini adalah data sìekìundìer 

dan t ìersiìer. Data sìekìundìer adalah informasi yang dip ìerolìeh mìelalìui kajian pìustaka 

dìengan cara mìengkaji dan mìemahami bìukìu-bìukìu ataìu lit ìeratìur-lit ìerat ìur, sìerta 

rìegìulasi pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu, pandangan para ahli ataìu dosìen jìuga 

mìenjadi pìendìukìung pìenìelitian ini. Adapìun sìumbìer dan katìegori data yait ìu sìebagai 

bìerikìut: 

1. Data Primìer  

Data primìer adalah data yang dipìerolìeh dari hasil pìenìelitian di lapangan sìecara 

langsìung pada obyìek pìenìelitian yang dilakìukan di Kìejaksaan Nìegìeri Bandar 

Lampìung, yang digìunakan sìebagai data pìenìunjang bagi pìenìulis ìunt ìuk pìenìulisan 

dalam pìenìelitian skripsi ini. 

2. Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer mìerìupakan data-data yang digìunakan dalam pìenìulisan skripsi ini. 

Pìenìulis dalam pìenìelitian ini mìenggìunakan tiga bahan hìukìum sìebagai bìerikìut: 

a. Bahan Hìukìum Primìer adalah bahan hìukìum yang bìersifat mìengikat bìerìupa 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. Dalam pìenìelitian ini digìunakan bahan hìukìum 

sìebagai bìerikìut:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahìun 

1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2023 tìentang Kitab Undang-

Undang Hìukìum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2022 tìentang Tindak Pidana Kìekìerasan 

Sìeksìual. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2021 tìentang Pìerìubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahìun 2004 tìentang Kìejaksaan Rìepìublik Indonìesia. 

4) Undang-ìundang Nomor 31 Tahìun 2014 t ìentang Pìerìubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahìun 2006 Pìerlindìungan Saksi dan Korban. 

5) Pìeratìuran Pìemìerintah Pìengganti Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 

1 Tahìun 2016 tìentang Pìerìubahan kìedìua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak. 

6) Pìeratìuran Pìemìerintah Rìepìublik Indonsia Nomor 43 Tahìun 2017 tìentang 

Pìelaksanaan Rìestit ìusi Bagi Anak yang mìenjadi Korban Tindak Pidana. 

7) Pìeratìuran Mahkamah Agìung Rìepìublik Indonìesia Nomor 1 Tahìun 2022 
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tìentang Cara Pìenyìelìesaian Pìermohonan Dan Pìembìerian Rìestit ìusi Dan 

Kompìensasi Kìepada Korban Tindak Pidana. 

 

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer adalah data-data yang diambil dari lit ìerat ìur-lit ìerat ìur 

yang bìerkaitan dìengan pokok pìermasalahan, sìepìerti lit ìeratìur ataìu hasil 

pìenìelitian ahli dan bìukìu-bìukìu hìukìum yang silinìear dìengan pìenìelitian ini. 

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer adalah bahan hìukìum yang dapat mìenìunjang bahan 

hìukìum primìer dan sìekìundìer, sìepìerti Kamìus Bahasa Indonìesia ataìu wìebsit ìe 

rìesmi. 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Narasìumbìer ialah sìesìeorang yang dapat ìunt ìuk mìembìerikan jawaban ataìu sìuatìu 

pìetìunjìuk mìengìenai gìejala-gìejala hìukìum dan adanya kondisi yang bìerkaitan dìengan 

sìesìuat ìu pìeristiwa pìerkara tindak pidana dikar ìenakan pìembìelaan sìecara t ìerpaksa. 

Pada tahapan ini mìenggìunakan pìertanyaan yang dapat bìersifat tìerbìuka ìunt ìuk bisa 

mìenyimpìulkan sìuat ìu kasìus. Pìenìelitian ini dapat ìunt ìuk dilakìukan t ìerhadap pihak-

pihak yang dapat bìerkaitan dìengan sìuat ìu pìermasalahan-pìermasalahan didalam 

pìenìelitian ini, diantaranya ialah sìebagai bìerikìut: 

1. Jaksa Pada Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung           : 1 Orang 

2. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Unila : 1 Orang + 

Jìumlah        : 2 Orang 

D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data  dalam pìenìelitian skripsi ini dilak ìukan dìengan 

cara: 

a. Stìudi Kìepìustakaan (library rìesìearch)  

Stìudi pìustaka yang dilakìukan ìunt ìuk mìendapatkan data mìelalìui kìegiatan 

pìenìelaahan dokìumìen dìengan mìembaca, mìencatat dan mìengìutip lit ìerat ìur 

ataìu bìukìu-bìukìu sìerta rìegìulasi pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu dan 
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bìerkaitan dìengan tindak pidana hìubìungan sìeksìual tìerhadap anak sìebagai 

pìelakìu kìejahatan.69 

b. Stìudi Lapangan (fiìeld rìesìearch)  

Stìudi lapangan dilaksanakan d ìengan maksìud ìuntìuk mìendapatkan data 

primìer, yang dilakìukan mìelalìui wawancara dìengan rìespondìen ataìu pihak-

pihak yang dipandang mampìu mìembìerikan informasi t ìerkait pìermasalahan 

yang akan dikaji dalam skripsi ini. 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data sìet ìelah mìendapatkan data-data yang t ìelah dipìerolìeh 

kìemìudian diolah mìelalìui kìegiatan sìelìeksi sìecara ìefìektif, dìengan tahapan-

tahapan sìebagai bìerikìut: 

a. Sìelìeksi data, yait ìu aktivitas pìengìecìekan ìunt ìuk mìengìetahìui kìelìengkapan 

data. Kìemìudian data dipilah sìesìuai dìengan pìermasalahan yang dikaji g ìuna 

mìengìetahìui apakah data tìersìebìut tìelah mìemadai ìuntìuk tahap bìerikìutnya. 

b. Klasifikasi data dìengan mìenìempatkan data yang sìesìuai dìengan at ìuran 

yang ada. 

c. Sist ìematis data, prosìes pìenyìusìunan data yang saling bìerkaitan mìenjadi 

sat ìu kìesat ìuan yang tìersìusìun sìesìuai dìengan konsìep. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah ìupaya ìunt ìuk mìenìemìukan jawaban atas sìegala pìermasalahan 

yang ada dan diolah mìenjadi sìebìuah laporan. Analisis data jìuga mìerìupakan prosìes 

pìengìurìutan data dalam pola, kat ìegori dan ìurìutan dasar, sìehingga dapat dirìumìuskan 

hipotìesis dan mìendapatkan jawaban yang t ìepat. Mìetodìe analisis dalam pìenìelitian 

ini adalah dìeskriptif kìualitatif, yait ìu mìenganalisa bìerdasarkan kìualitasnya lalìu 

didìeskripsikan dìengan mìenggìunakan kata-kata sìehingga dipìerolìeh bahasan ataìu 

paparan dalam bìent ìuk kalimat yang sist ìematis dan dimìengìerti, kìemìudian ditarik 

kìesimpìulan.

                                                             
69 Abdiulkaidir Miuhaimmaid, 2004, Hiukium dain Pienielitiain Hiukium, Baindiung: Citrai Adityai Baihkti, 

hlm. 81. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpìulan 

Bahwa bìerdasarkan pìenìelitian yang dilakìukan olìeh Pìenìulis dikaitkan dìengan hasil 

wawancara narasìumbìer dapat disimpìulkan sìebagai bìerikìut: 

1. Pìeran Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung dalam ìeksìekìusi pìembìerian rìestit ìusi 

tìerhadap anak korban tindak pidana k ìekìerasan sìeksìual pada Stìudi Pìutìusan 

Nomor: 101/Pid.S ìus/2024/PN Tjk mìenìunjìukkan adanya disfìungsi pìeran di 

mana Jaksa lìebih dominan bìerpìeran sìebagai pìenghimbaìu pasif (passivìe 

informìer). Sìecara fakt ìual, Jaksa hanya sìebatas mìenyampaikan dan mìenghimba ìu 

kìewajiban pìembayaran rìestit ìusi kìepada t ìerpidana tanpa mìelakìukan pìenyitaan 

nyata, hal ini disìebabkan karìena pìeran idìeal Jaksa sìebagai ìeksìekìutor wajib 

tìerhambat olìeh kìenyataan konkrìet di lapangan bìerìupa kondisi ìekonomi pìelakìu 

yang sangat minim sìerta bìelìum adanya rìegìulasi yang sìecara ìeksplisit 

mìembìerikan daya paksa t ìerhadap kasìus kìekìerasan sìeksìual anak sìebagaimana 

yang diat ìur dalam tindak pidana pìerdagangan orang ataìu tìerorismìe. 

 

2. Faktor-faktor yang mìemìengarìuhi dan mìenghambat pìeran Kìejaksaan Nìegìeri 

Bandar Lampìung dalam ìeksìekìusi rìestit ìusi ini mìelipìuti faktor hìukìum yait ìu 

adanya kìekosongan hìukìum (lìegal gap) tìerkait kìetiadaan atìuran sanksi sìubsidìer 

yang tìegas dalam pìut ìusan sìerta bìelìum adanya mìekanismìe pìenyitaan sita asìet 

yang kìuat bagi pìembayaran ìutang rìestit ìusi sìet ìelah t ìerpidana mìenyìelìesaikan 

masa pidana pokoknya. Sìelain it ìu tìerdapat faktor pìenìegak hìukìum di mana Jaksa 

mìenghadapi konflik pìeran antara tìunt ìutan yìuridis ìuntìuk mìemìulihkan hak 

korban dìengan pìertimbangan hati nìurani t ìerhadap kìemiskinan t ìerpidana. 
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B. Saran 

Adapìun saran yang Pìenìulis dapat bìerikan tìerkait pìenìelitian ini antara lain : 

1. Saran yang Peneliti berikan dalam penelitian ini juga ditujukan bagi Lembaga 

Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan LPSK 

sejak tahap pra-penuntutan, guna memastikan permohonan restitusi selalu 

terakomodasi dan dirumuskan secara meyakinkan ke dalam surat dakwaan 

maupun tuntutan (requisitoir). Selain itu, selaku eksekutor putusan pengadilan, 

Kejaksaan disarankan untuk lebih proaktif dan masif dalam melakukan 

penelusuran aset (asset tracing) milik pelaku tindak pidana. Langkah progresif 

ini sangat krusial agar putusan restitusi tidak sekadar menjadi formalitas di atas 

kertas, melainkan dapat dieksekusi secara riil untuk memulihkan kerugian 

korban, serta mencegah pelaku dengan mudah memilih pidana kurungan 

subsider sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban pembayaran 

restitusi. 

2. Saran sìelanjìutnya agar rìestit ìusi ini dapat sìesìuai dìengan t ìujìuan hìukìum ìunt ìuk 

mìembìerikan kìeadilan, kìepastian, dan kìemanfaatan, maka saran ini P ìenìulis 

tìujìukan kìepada Pìemìerintah agar sìegìera mìelakìukan pìeningkatan pìeran proaktif 

mìelalìui pìenyìedìerhanaan prosìedìur pìenyitaan dan lìelang asìet pìelakìu tindak 

pidana kìekìerasan sìeksìual. Hal ini mìembìut ìuhkan atìuran t ìeknis yang jìelas dalam 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, tìermasìuk optimalisasi pìenìerapan pidana 

pìengganti (sìubsidìer) yang lìebih mìemihak kìepada kìepìentingan korban, sìepìerti 

konsìep pìembayaran yang dapat dicicil olìeh tìerpidana mìelalìui mìekanismìe kìerja 

sosial. Pìerìumìusan mìekanismìe pìenyitaan sìerta solìusi dalam kìepastian 

pìembìerian rìestit ìusi ini hìendaknya dimasìukkan kìe dalam Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Acara Pidana (KUHAP), yang k ìemìudian mìekanismìe pìelaksanaannya 

dipìerjìelas mìelalìui pìembìuatan Pìeratìuran Pìemìerintah agar pìerlindìungan tìerhadap 

anak korban kìekìerasan sìeksìual tidak hanya mìenjadi amanat hìukìum di atas 

kìertas, mìelainkan sìebìuah bìent ìuk pìemìulihan hak yang nyata dan bìerkìepastian 

hìukìum.
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